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PERSEHBAHAR

Untuk Allsh-ku i

Air putih kebshagiaan menetes
Di sela keheningan niatku
Yang kadang merapuh

detabahan kau taburkan

Dalam jiwa debu ini

Untuk Nabi-ku

Tonggali yang kau tanamkan
Hidup di bzlshan bumi

A¥u salah satu yang bernsaung
Di bawahlya

Uatuk Guru - guruko

Alif - lam dan Mim

Kzu taburkan

Jatuh dalam bilik' nurani

Menghidupi taman - taman do’a

Untuk Ayah - Ibuku

Benang kasih jiwa raga

Yang kalian sulam

Batwe - sutu jadikan-ku

Luluh dalam kebaktian s"lalun

Untuk Kakak - kakaku

Yang senantiasa menerangiku
Di kalao aku gelap

Untaian petuahmu adalah
Bagian dari lembaran hidupku

Untuk terkasihKu
Bila zenjakala lewat

Kita tetap memegangi pagi
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BAB I
PENDAHULUAN
L. Latar Belakang MHasalah
Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan

mempunyai peran yang amat penting untuk menjauin
perkembangan dan dan kelangsungan kehidupan bangsa
¥yang bersanghutan. Begitu pula bagi bangsa Indonesia,
perjuangan pergerakan kemerdekaan vang dikobarkan
telah menhantarkan pembentukan suastu negara kesatuan
republik Indonesia untuk "Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan' seluruh tumpah darah Indoresia serta
untuk memnajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
duonia yang berdasarkan kemerdeksan, perdamaian abadi,
dan ksadilan sosial” menurut penyelenggars dan pengem-
bangun pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan
kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1845 mengamasnatkan melalui
Bub XIII, pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang
dimaksud harus diupayakan dan diselenggarakan oleh
pemerintah sebagail "suatu sistem pengajaran nasional”
5¢#lanjutnya term "pengajaran” dalam undang-undang ini
diperluas menjadi "satu sistem pengajaran nasional"
vang Kkemudian diatur khusus dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berla-
ku bagi pengaturan, pembinaan dan pengembangan pendid-
iltan nasional, Dalam tarikan sejarah telah mengalami
perkembangan pendidikar nasional. Produk undang-undang
vang dimaksud adalah ; Undang-Undang Ho. 4 tahun 1850,
tentang dasar-dasar pengajaran di sekolah (Lembaran
Hegara tahun 1850 nomor 550). Undang-Undang Ho. 12
tahun 1854, %entang berlakuanya Undang-Undang No. 4
tazhun 1850 di seluruh Indonesia (Lembaran HNegara Ho.
38 tahun 1954 sebagai tambahan Lembaran Hegara HNo.




550); Undang-Undang MHo. 22 tahun 1961 tentang Pergu-
-uan Tinggi (Lembaran NHegara tahun 1881 HNo. 302);
Undang-Undang No. 14 PRPS tahun 1885, tentang pokok-
cokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran
Negara tahun 11965 No. 18), yang semuanya kemdian
4icabut dan dinvatakan tidak Dberlaku, dan diganti
dergan Undang-Undang No. 2 tahun 1988, tentang Sistem
Pendidikan Hasional yang berlakn hingga saat sekarang.
(Konsederensi Undang-Undang No. 2 tahun 1888).

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Ro. 2 Th
1¢89 itu, bagaimana keberadsan pendidikan Islam dalam
lingkup kebijaksanaan pemerintah? atau dengan kata
l2in bagaimana kelembagaan pendidikan agama dalam
rangka mengembangkan cita-citanya di lingkup kebijakan
tersebut? apakah dengan hadirnyaa Undang-Undang terse-
but, merupakan khabar vyang menggembirakan ataukah
justru akan menamnbah agenda perscalan?

Berangkat dari persoalan tersebut, banyak telaah
kritis dari pemerhati pendidikan Islam yang bernada
pesimis, namun banyak juga yang menampakan keoptimis-
annya. Namun yang jelas Pendidikan Agama di Indonesia-
harus bersifat realitas, yaitu bahwa pengembangan
pendidikan agama di Indonesia tidak akan fterlepas dari
prasyarat untuk moemahami konteks realitas sosial
budaya 'Indunesia. termasuk produk perundang-undangan
yveng berlaku. (Abdul Munir Mulkhan, 1881 : 311-32).

Untuk membicarakan c¢ita-cita PendidikanIslam
sebagai suatu sistem otonom, jelas dalam konteks 1ini
tidak realistis. (Kuntowijoyo, 1881 : 347). Di Indone-
sin pendidikan Islam tidak dapat dilihat sebagai suatu
sistem yang memiliki kebebasan untuk mengatur dirinys
sendiri secara dtonum, atau bahkan terlepas dari
lingkup undang-undang Sister Pendidikan WNasional,
karena bila demikian jelas tidak akan diperhitungkan
dalam percaturan nasional, dianggap sebagai tindakan

vang inkonstitusional.



Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, balwa
kita dihadapkan pada kenyataan semenjak republik ini
diproklamirkan sebagai negara hukum, apapun gerak dan
langkah bangsa Indonesia harus memperhatikan standar
sosial budaya yang dibakukan dalam bentuk produk
perundang-undangan vyangb diberlakukan. Begitu disaat
sekarang ini, pelaksanaan pendidikan telah dikukuhkan
dalam sebuah sistem, dengan ditetapkannya undang-
undang nomor 2 tahun 1889 tentang sistem Pendidikan
Hasional, vang melengkapi semua pendidikan yang ada
termasuk pendidikan Islam.

Dalam konteks tersebut, alangkah raifnya apabila
kita tidak tanggap dsn kurang peka terhadap adanya
peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut,
yeng . merupakan kebijakan pendidikan agama di Indone-
sra, termasuk pendidikan Islam . Disamping itu melalei
pengkajian, analisa, penelitian terhadap isi daan
muteri perundang-undangan tersebut, skan membantu kita
untuk membangun persepsi, memperluas cakrawals pandang
serta wawasan berfikir bagi pelaku dan penvelenggara
pendidikan Islam khususnya.

derangkat dari hal tersebut, penulis tertarik
untuk mengadakan pembahasan dan kajian letih wendalam
tentang kelembagaan pendidikan agama, khususnya pen-
didikan Islam dalam lingkup kebijakan yang diteraplian
sekarang dengan UUSPHnya tersebut. Keinginan penulis
tersebut dituangkan dalam sebuah judul besar "Eebijak-
sanaan Pendidikan Agama di Indonesia”. (Studi Analisis
Undang-Undang nomor 2 Th 1888).

Penjelasan Istilah dan Pembatasannya.

Agar tidak terjadi salah pasham dalan menangkap
esensi makna yang dimaksud penulis, maka perlu kiranya
dipaparkar beberapa istilah yang perlu dijelaskan,
agar supaya dalam pembahasan nanti tidak terlalu



nmel) zbar dan meluas, akan tetapil sebaliknya bisa efek-

tif dalam menuntaskan persoalan yang diketengahkan,

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan

- Kebijaksanaan
¥ebijaksanaan disini diartikan sebagai kecakapan
Lertindak dalam menghadapil persoalan. (Kemus Besar
Pahasa Indonesia, 1888 : 115).
Dalam hal ini istilah "kebijaksanaan™ tiduk terlepas
dari rangkaian kalimat "Kebijaksanaan FPemerintah
Grde Baru térhadap pendidikan agama di Indonesiz”
vang berarti langksh strategir pemerintah Orde Baruo
dalamw menzgatur praktek penvelenggaraan pendidikan di
Indonesia, yang dibakukan dalam bentuk perundang-
nndangan, vaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana praktek
penyelenggaraan pendidikan agamapun terlingkup dida-
lJamnya. Butir-butir pemikiran dalam kebijaksanaan
pendidikan nasional mengandung amanal dan makna
bhahwa kurikolum sebagal wahana utama pencapaian
fujuan pendidikan nasional dalam pendidikan agama
harus selalun diperbaiki, perbaikan itu mengarah pada
pembakuan kurikulum nasional sebagai salah  satu
upaya pengembangan satn sistem pendidikan nasional
vang mantap dan terpadu. Sedangkan dalam UU BRI nomor
o tabun 1889 tentang sistem pendidikan nasional

iisebutkan

"Eurikulum adalah seperanghat rencana dan pengatur
mengenai isi dan bahan pelasjaran serta cara  vang
digunakan sebagail pedoman penvelenggaraan kegia-
tan belajar mengajar” (UU BRI no. 2 th 89 : 4)

Adapun penyvusunan kurikulum harus senantiasa disesu-
wikan dengan jaman.

Pendidikan Agama

rgtilah Pendidikan Agama yang dimaksad adalal
‘pendidikan Islam”™, sesnal dengan spesificasi Fakal-
lbatil penulis. Sedangkan pengertian pendidikan Islam

[isini dimaksudkan sebagai pengetian yang luas dan



utuoh, tidak hanya berhenti pada term dangkal vang
memandang Pendidikan Islam sebaltas mabta pelujaran
{subject uetter), melainkan bagai sebuah perspektif
dalam pendidikan. {Huhammad DJaman, 1991 : 90). Dari
penfertian diatas bahwa pendidikan TIslam  adalah
pembinaan kepribadian muslim vang dilakukan tidak
tanya melalui pelajaran yang terprogram, m lainkan
weliputl semua pengalaman dan  pergaulan, serta
renjadikan  ajaran Islam  sebagail  suabu panduangan
hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraa: hidup di
cdunia dan akherat kelak.

S5tudi Analisis

Rats "studi” dalam bahasa Inggrisnva "to study" yang
herarti kajian, telaah, penelitian, penvelidikan
ilmiah. (Ibid : 8BD). Sedangkan kata “analisis"
berarti penyelidikan terhadap suatn peristiva
{karangan, perbnatan, dsb). Untuk menyetahui keadaan
vang secebenarnya (sebib musabab  duduknya perkara,
dzh. (Ibid : 32). Sedangkan yang penulis maksudkan
di dalam skripsi adalah menggunakan melbode Lelaah
pustaka. Hetode ini digunakan untuk menggali teori-
Leori dan mﬁteri vang mendukung tema vang dianghat
uitok mengetahui keadaan vang  scehenarnysn Lentand
kebijaksanaan pendidikan agama di . Indonesia.
Undang-Undang nowor 2 tahun 1989 : ditetapkan
buhwa

"Pendidikan NHasional bertujuan mencerdaskan kehidu-
pan  bangsa dan mengembangkan manusia yalltu manusia
yang beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang MHaha
Eza, berbudi pekerti yang lubhur, memiliki pengeta-
hasn dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani
kepribadian vyang mwmantap dan mandiri serta iasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

srok-Pokok Permasalahan

Pokok-pokok permasalahan vang menjadi HCUAN
rembaohasan adalah
1. Bagaimana Pendidikan Agima (Islam) vang dieitsa-

citakan dan realitasnya di In lonesia?
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2. Sejauhmansa kelembagaan pendidikan Islam dalam
Pendidikan WNasional, sudahkan aspirasi pendidikan
Islam terserap dalam komponen Undang-Undang nomor
2 tahun 1989, apakah dalam bentuk yang substansial

ataukah hanva teknis?

Tujuan dan Hanfaat Penelitian
Penelitian Proposal Skripsi ini dimaksurlkan untuk
meneoukan hal-hal baru dan strategis dalam  pengemn-
hangan pendidikan Islam. Namun secara rincl yang
menjadi tujuan pokok adalah
1. Untuk menéetahui gambaran pendidikan Islam dalam
dataran cita-cita, dan realitas vang terjadi di

Indonesia.

o

Untuk nenganaliéa lebih jauh tentang kebijaksanaan
pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan Islam.
Khususnya dengan diberlakukannya Uncan2-Undang
nomor 2 tahun 1989 tentang Sister Pendidikan
Hasional yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan
pendidikan di- Indeonesia termasuk didalamnya pendi-
dikan Islam itu sendiri.

3. Untunk mengetahui sejauhmana kelembapgaan penlidikan
Islam dalam Pendidikan Nasional.

He*tode Penelitizn dan Penulisan Skripsi
1. Buang Lingkup Bahasan
a. Pendidikan Islam di Indonesia
1. Pengertian, dasar dan fungsi pendidikan Islam
2. Cita-cita pendidikan Islanm
3. Hasalah-masalah dalam pendidikan T:slam
4. Realitas pendidikan Islam di Indonesia
b. Kelembagaan Pendidikan Agama dalam Pendidikan
Hasienal.
1. Pokok-pokok pikiran dalam UUSPH 1489
2. Posisi pendidikan Islam dalam Pendidikan

Hasional.
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3. Peranan pendidikan Islam dalam pendidikan

nasional.

Hetode Pengumpulan Data

Mengingat data-data yang akan dihimpun berasal dari

sumber-sumber tertulis, maka penulis menggunakan

retcde "telaah pustaka” (Library research). MHeltode

ini digunakan untuk menggnli teori-teori dan materi

vyong wendukung tewna vang diangkat.

Hetode Analisis Data

i .

Untuk memperoleh gambaran tentang pendidikan
Islam di Indonesia antara cita-cita can [lakta,

antara idealitas dan realitas, mska penulis

menggunakan logikas deduktif untuk menangkap
esensi pendidikan agama yang diidealkwn. FKontak
ini masuk dalam kategori aspirasi pendidikin
Islam itu sendiri sebagpnimana yang dicita-

citakan. Disamping itu juga digunakan logika
indoktif vuntuk menangkap gambaran realitas vyang
ada di Indonesia lewat literatur-literatur yang
dianggap wvalid.

Untuk mengetahui kelembagasn pendidikan Islam
dalam Pendidiksn Nasionzal, dalam hal ini lewat
acuan dasarnya, vaitu Undang-Undang nomor 2

tahurn, 1989, maka harus membahas dan mengkaji isi
dan Undang-Undang tersebut (contant analisys)

dan selanjutnya akan diketahuil pokok-pokok
pikiran vang terkandung didalamnya. Dengan

demikian posisi pendidikan Islam dalam sisdiknas
akan semakin Jjelas, Jjangkauan peran apa yang

telah dan dapat dikembangkan oleh pendidikan

Islam akan semakin mudah untuk dianalisis.

Dalam kerangka sistematik, pendidikan Tslam
secara ideal Jjelas menuntut adanya kebebasan

untuk mengalur dirinya sendiri secaia indepen-

den. Sehubungan dengan diberlakukaennya Undang-

Undang sistem Pendidikan Basional di lain pihak



perlu diadakan pemaknsan secara dialogis antara
keduanya, Untuk itu dalam konteks 1ni penulis
nenggunakan analisa komparatif dengan pendekatan

rasional dan dengan cara berfikir reflektif.

Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini dimaksud untuk mempermucdah dulam
nempelajari daﬁ memahami isi skripsi, adapun formatnya
adalah scbagal berikut

ab pertama, merupakan pintu gerbang vyang akan
menghantarkan pada pembahasan  bab-bab berikutnya.
Vengan demikian da’am bab ini berisi Lentang : lalar
beiakang masalah, alasan pemilihan judul, peajelasan
istilah, pokok-pokok permasalahan dan tujuan dan
marnfuat penelitian, metode penelitian, sistematika
pernlisan skripsi.

Rab dua, merupakan batang tubuh yang menjadi
keranghkn teori oleh karenanya bahasannya berkisuar pada
nasalah-masalah dasarlah yang menjadi pijakan pada bab
beeikubnya. Adapun cakupan bahasannya meliputi )
pvengertian dasar dan fungsi pendidikan Islam, cita-
cita pendidikan Islam, problematika dalam pendidikuan
Tslam, dan realitas pendidikan Islam di Indonesia.

Bab Ligs, dalam bab ini penulis mencoba memperta-
jaw bahasan untuk memperoleh gambaran tentang sejauh-
nonn  ecksistensi pendidikan Islam dalam  pendidikan
nasional. Adapiun lingkup bahasannya meliputi : pokok-
pokok pikiran dalam UUSPN, posisi pendidikan Islam
dalam pendidikan nasional dan peranaan pendidikan
Islam dalam pendidikan nusional. '

Bab Empat, bab ini merupakan bab Lerakhir yangd
berisi kesimpu'an, saran dan penutup serta lampiran-

lamplran.
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BAB II
PERDIDIKAN AGAHA

Peagertian Pendidikan Agama

Pendidikan Agama secara sistematik bisa di
kategorikan dalam pengertian yang kahbur antara
"pendidikan” dan "Agama Islam" secara terseparasi,
seiiingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap
citra pendidikan Islam. Namun dalam konteks pencarian
formulasi, sungguh merupakan saham tersendiri bagil
pengembangan dan kelangsungan kehidupan pendidikan
Islam selama ini. Berikut ini pendapat para ahli
pendidikan dalam memformulasikan pgngertian pendidikan
sebagaimana dimaksud
1. A.D. Harimba, berpendapat

"Pendidikan udalah : bimbingan atau pimpinan secars
sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmanil
dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepriba-
dian wyang utama". (1B87 : 18).

2. Crow and Crow, berpendapsat

"The function of education must be recognized to be
the guidance of a learner, at all stages of his
wants, needs and potentialities that willinsure for
him & personally satisfying and socially desirable
putern of living”.

Artinya : "Usaha pemberian informasi dan pemben-
tukan ketrampilan dan usaht. untuk
mewujudkan keingainan kebutuhan dan
kemampuan individu sehingga tercapail pola
hidup pribadi dan .;osial yang memuaskan.

Sementara itu kata "Agama” sering didefinisikan
sebagai berikut

Henurut MHattegart, Aguma adalah : Suatu keadaan
jiwa emosi vang berdasarkan kepercayaan akan kesera-
sian kitas dalam alam semesta. (Dr. Zakiysh Darajat,
1979 : 3B).

Jadi kata "Pendidikan Agama" diberikan pengertian
sebagal berikut

"Usahsa-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam mem
bantu anak didik agar supaya mereka hidup sesual
dengan ajaran.islam™. ("bid)
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Adaspun "Islam" adalsah

"Islam, nama yang dipakzi HMuhammad sendiri untuk
agamanya, berarti agama hepasrahan, kepatuhan kepada
kehendak, pelavanan serta perintah-periutah dari
Tuhan. Sumber-sumber sjaran dan tuntutannva atau
landasan berpijaknya ads empat : (1) Al-@ur"an, (2)
Sunnah, (3) Ijma, (4) Qivas.’

Dari pengertian vang terseparasi sebagaimana
tersebut di atas untuk membuat suatu kesimpul in yangd
pas dan mampu mewakili secaca utuh pengertian pendi-
dikan vang islami, Akan menghacapi kesulitan. Karena
jelas bagi interprestasi-interprestasi, vang berpenga-
ruh terhadap citra pendidikan islam.

Pendidikan Agama Islan adalah : “Usaha sadar
untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, mema-
hami, menghayvati, dan mengamalkan agama Islam melalui
kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan dengan
mepperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain
dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalan
nasvarakat untuk mewujudksn persatuan Hasional™.
(DEPDIKBUD, 1983 : 1)

Sebenarnys dalam pendidiksn Islam secars internal
telah berkembang secara populer dan khas (simultatif),
vyaitu “"Tarbivah" = pemeliharaan/asuhan, "Ta'dib” =
peubinaan budi pekerti, dan "Ta’lim"” = pengajaran.
Dari ketigas istilah tersebut apabila terjalin secara
simultan akan diperoleh pengertian tentang pendidikan
Islam vang lebih komperhensif.

Dalam dataran dialektis, istilah “pendidikan
Islam” mencakup dua pengertian, yaitu : pertama,
pendidikan tentang Islam, kedua, pendidikan menuruat
Islam. pengertian pertama lebih mnemandang Islam
sehagail bidang studi (subject matter) dalam pendi-
dikan. Sedangkan pengertian kedua berussha nenempatkan
Islam sebagai sebuah perspektif dalam pendidikan.

Istilah Pendidikan Islam selama ini banyahk
difahami dalam pengertiannya yang pertema, sehingga

kousep rendidikan Islam lebih berorientasi pada
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persoalan materi dan metode pengajaran, yskui berkisar
pada masalah apa yvang harus diberikan pada anak didik
dan bagaimans cara menvampaikannys, selebihnvya
perdidikan sebégai upaya pembekalan pewaris, pelesta-
risn sejumlah ketrampilan, informasi sikap dan nrilai-
niiai kepada generasi muda guna memecahkan persoalan-
perscoslan vang dihadapi, mempertshankan kehidupan dan
meningkatkan kualitas hidupnva. Dengsan demikian
Pendidikan Islam hanya dipahami sebagai bagian dari
ketrampilan, informasi, sikap, prilaku dan nilai-nilai
vang perlu dilestarikan dan diberikan kepada generasi
nuda tersebut. Dengan pengertian lain Islam difahami
dalam kerangka sub sistem dari pendidikan secara umum
vang dikenal dipermukaan.

Pendidikan Islam seharusnya dipahami sebagaimana
rengertian yang kedua, yaitu Islam sebagai suatu /
sebagail paradigma dalsm pendidikan. Konsep semacam inil
tidak memandang Islam sebagal seperanghkat nilai yang
merupakan bagian dari sistem pendidikan, melsainkan
menandang pendidikan sebagai suatu proses dalam kehi-
dupan Islam., Hal ini berarti bahwa islam bukan hanya
seiedar mata pelajaran agama dari semua mata pela-
jaran. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada
informasi atau pengetahuan tentang Islam kepada anak
didik, melainkan yang lebih penting adalah menyalakan
jiva Islam dalam hati anak didik tanpa dibatasi oleh
sexat-sekat formal, apalagi jenis pengetahuan atau
bidang studi. (Hoh. Djaman, Vol 1 : 8S0)

DASAR PENDIDIEAN ISLAH

Yang dimaksud dasar Pendidikan Islam disini
adalah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan
hirdup masvarakat vyang melandasi seluruh aktivitas
pendidikan, dan bercitrakan Islam. Atau dengan kata
lain pandangan hidup yang Islami vang dijadikan nilai

dasar bagi masyarakat mayoritas umat di Indonesia.



Dalam hal 1ini secars sederhana dasar tersebut
adalah
1. Dasar BReligius
Sumber dari segala sumber nilail dalam Islam Al-
dur an dan Sunah Rosallulah SAW.
Firman Allah :
S 4 /

¥ =" P
(yegr ot g3V, 5 JJ Jbi! N
v f—-’_y-?' g%
Artinya : "Dan teatilah Allah dan BRosul supaya kamu
diberi rahmat”. (@S Ali Imron 132).

g ‘L.uJ‘l) J‘a_/._gf)‘[/ b’,*..r;;; qJ ;zs’.i/b-’ub

Artinya : "Kemudian Jjika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada
Allah (Al-Qur "an) dan Rosul {(Sunahnva)”
(QS An-Nisa, 58)

Rosulluloh SAW, bersabda

A -~
ety MBI b i X8 255
(=2 )

Artinya : " Telah aka tinggalkan untuk kamu sekali-
an dua perkara, dan kamu .idak akan
tersesat selama kamu (berpegang / befpe—
doman pada) keduanya, yaitan hkitabullah

(Al-Qur an) dan sunnah.”

Dari dalil-dalil tersebut, dasar-dasar fundamen-
tal digali, berupa @' Aqidah ibadah, hukum-hukum atan
perundang-undangan. Demikian Jjuaga tujuan risallah
keilslaman termasuk di dalamnya tentang Pendidikan
Isiam. (Prof. Dr. omar Muhammad AL-Taumy AL Sysaibany,
1878 : 427) sehingga sampai pada kesimpulan akhir
bahwa menurut ajaran Islam melaksanakan pendidikan
agama merupakan perintah Tuhan yang dinilai sebagai
ibadah. (Dra. Zuhairini, 1883 : 23)
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2. Dasar Yuridis

Yang dimaksud dasar yuridis di sini adalah,
pecaturan perundang-undangan yang secara langsung
naupun tidak langsung dijadikan patokan dalam pelaksa-
naan pendidikan di Indonesia. {(Muhammad MNnpor Svam,
11984 : 219). Adapun dasar tersebut adalah : (1)
Pancasila sebagai dasar filosofi (idiil) (2) Undang-
undang Dasar tahun 1945, sebagai dasar konstitusional
dan (3) Undang-undang Homor 2 th 1888 tentang Sistem
Fendidikan HNasional dan Peraturan Pemerintah yang
nengirinya sebagai dasar operasional.
3. Dasar Psikososial

Pendidikan Islam bukan sekedar “"transefer of
knnwu-ledge"” atau sekedar melatih ketrampilan dalam
mengamalkan ritus-ritus keagamaan, aken tetapi harus
mnencakup terbentuknya kepribadian vang sesusi dengan
sjaran agama. Xarena dengan penguasaan ilmu pengeta-
huan dan ketrampilan dalam melakukan ritus keagamaan
tanpa dibarengi pemahaman dan penghaystan yang benar,
sulit dijadikan jaminan sebagai manusia yvang berkepri-
badian muslim yang memiliki sikap mental dan akhlak
yvang mampu mengendalikan kehidupannyas dikemudian hari.
(Prof. Dr. Zakiyah Darajat, 1980 : 107)

Untuk tﬁjuan pribadi ini, pendidikan agsma harus
merupakan cermin pengalaman keagamaan {religius
experience) yang utuh dalam sikap dan perilaku kehidu-
par  keseharidnnya, terutama sekali bagi mereka yang
memerankan diri sebagai figur panutan (top Figur),
baik dilingkungan formal maupun non formal dari sini
akan dihasilkanlpatret manusia yang seutuhnya sebagai-
mana kehendak agama dan negara. (Ibid : 10&)

Fungsi Pendidikan Islan

Cita-cita dasar diselenggarakannya pendidikan
Islaw adalah membentuk manusia paripurna {insan kami)
menurut Islam (18991 : 40-43).



14

Dilihat dari sudut pandang masyarakat, pendidikan
Islam sebagal proses sosialisasi, berups pewaris
budaya, penyampaian pesan atau simbol-simbol, Ketram-
pilan nilai-nilai etik Al-Qur an dan Suunah Rosul
képada anak didik, sehingga mengalami periliahan dan
perkembangan sebagaimana yang dicita-citakan.

Dengan demikian Pendidikan Islam memiliki fungsi
stratedis bagi pembentukan manusia seutuhnya, sebagal-
mana vang digariskan dalam cita-cita pendidikan
nasional bangsa Indonesia. Sebab disamping menjangkan
reslitas vang ada, juga mampu mengangkap realitas
dibalik kenyataan vang terjadi. Atau dengan kata lain
pendidikan Islam menggavuhi dua dimensi penting dalam
kehidupan manusia, yaitu dimensi Vertikal dan dimensi
Horisontal, tujusn dan sasaran pendidikan Islam tidak
jauh berbedsa Ldengan pendidikan di barat, dengan
kecanggihan sains dan teknoleoginya. HNamun demikian
apabila dicermati secara teliti memang ada perbedaan-
nya. Di Barat, pendidikan sains dan teknologi hanya
diproyeksi untuk mengatasi problem duniawi. YENE
justru oleh masyarakat barat sendiri dikatakan sebagai
penyehab malapetaka baginya, akhirnyae muncul sikap
skeptis mereka terhadap sains dan teknologi. sedangkan
pendidikan sains dan teknologi dalam islam disamping
upntuk mengatasi problem praktis keduniawian Jugs
berorientasi "mempertajam Jembatan” lintas dalam alam
materi ke alam immateri. Oleh karenanya pendidikan
sains dan teknologi mesti dibarengi dengan pendidikan
hati nurani untuk mengangkat manusia dari sifat-sifat
komersislisme, materialisme, hedonisme, dan keseraka-
haa.

Demikian esensi pendidikan keislaman yang secarsa
opcimalistik, ditawarkan sebagai sebagai sebuah
paradigms bagi pembangunan manusia seutuhnya. Karena
hanya konsep ' pendidikan yang berdimensi simaltan

antara dimensi vertikal dan horisontal yang akan mampu



menghadapil krisis global berupse : dehumanisasi, prag-
matisme, hilangnvae visgi kellshisan ataw KkKeringnvsas
nilsi-nilai dalam kehidupan manusia.

Cita-cita dan Tujuan dalam Pendidikan
l. Cita-cita Pendidikan Islam

Barangkali dsapst dikataksn, bahwa pendidikan
mecvupakan penolong utama bagi manusia untuk menjalani
kehidupan ini. Tanpa pendidikan keadaan sekarang tidak
akan berbeds dengan keadaan manusia pendahulunya pada
zaman purbakals. Asumsi ini selsnjutnya melahirkan
teori vyang eksterm, bahwa maju mundurnya atsu baik
buruknya susatu bangsa sangat ditentukan oleh keadaan
pendidikan yang dijalasni bangsa tersebut.

Bagi Indonesia pendidikan bangsa sebagian
tanggung Jjawabnya sebagian berada dipundak Lembaga
Pendidikan Islam, sekaligus sebsgai bagian dari sistem
pendidikan naginnal. Oleh karenanya peran aktif umat
igslam dalam pembangunan nasional khususnys dalam
bidang pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk membangun
bangsa yang besar vang diridloi oleh Allah SWT. GSeba-
gaimana termaktub dalam isli dan substansl pembulkaan
UUD 1945. Dengan demikian penting sekali untuk dicatat
dan digaris bawahi bahwa semangat dan cita-cita umat
Islam. |

Secara 1ideal pendidikan Islam berusaha menghan-
tarkan manusia sebagai derajat paripurnsa, dengan
mengembangkan seluruh aspek dalam kehidupsn manusia
vang meliputi aspek : spiriftual, intelektual, hetram-
pilan, sikap dan prilaku, informasi, keiZlmuan dan
lain-lain, baik secara individual maupun kelompok. Dan
senantiasa memberikan support dan dorongan dalam
mendinamisir aspek-aspek tersebut menuju tercepainya
kesempurnaan hidup., Sebagsai maausia yang hidup di
tengah—tengaﬁ' masyvarakat dan lingkungannya, maupun
sebagal makhluk ciptaan Tuhan.



Dengan pengertian lain, bahwa pendidikan Islam
berupaya membentuk manusia menyadari dan melaksanakan
tugas-tugas kehilafahannya, serta memperkaya diri
dengan hasnah ilmu pengetahuan dan membangun Kesadaran
diri sebagai makhluk yang berkewajiban untuk wmemper-
siapkan dirinyva sebagail instrumen kerqhmatan bagi alam
semesta alam. (Drs. Ahmad Harimba, 1989 : 48)

Eeseluruhan cita-cita pendidikan islam tersebut,
jika dibanddingkan dengan pendidikan pada umumnya,
naka beban yang diembannya jelas lebih berat, namun
serusa itu merupaksan kewajiban yvang harus diwujudkan
oleh umat islam betapapun beratnya. memang secara
sepintas hal itu terkesan terlalu ideal, namun begitu-
lak adanys, dan sama sekali tidak menunjukan ‘Ttesombo-
ngen eksistensi.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Untuk merealisasikan misi biesar islam pendidikan
islam haruslah mencerminkan cits-citsa ke Islaman yang
bukan hanys berupa daftar angan-angsn (azam), tetapi
harus melalui pertimbangan-pertimbangan akurat dan
mengandung kemestian strategis vyang lazim disebut
tujuan, wyakni tujuan pendidikan Islam.

Satu hal vang harus digaris bawahi tentang perlu-
nyva ketegasan terminologis tentang tujuan pendidikan
islam adalah pendidikan islam kecuali memiliki ideﬁti-
tas sendiri juga memiliki tujuan bagi sasaran didiknys
yarg apabila disistematisir melalui pentahapan adalah
sebagal berikut
a. Tujuan akhir (tertinggi/paripurna)

Tujuan ini bersifat mutlak dan tidak mengalami
perubahan serka berlaku secars umum, karena secara
normatif mengandung kebenaran mutlak dan universal
tentang tujuan: hidup manusia dan perannya sSebapgail
hamba Allah SWT, Dilihat dari sudut pandang 1ini ada
dua diwensi penting yang harus dipertimbanghkan dalam

menetapkan tuﬁuan pendidikan paripurna ini, terhadap
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sasaran didik : yaitu dimensi makro dan dimensi mikro.
secera mikro peserta didik dipandang sebagai wakhluk
individu dan secara makro dipandang sebagai makhluk
sosial,

' Sebagai individu, ia diharapkan menjardi manusia
vang “akrom” dan "shohih" dalam arti yang luas, vang
tidak hanya mencakup aspek legal Fformal (fighiyah)
tapi juga aspek ideal moral.

Firman Allah SWT

Loyes \.':_,_,‘,f"j'.) _ c,’f:_u’\"g_":l)t:@g(;:{/bi SL

Artinya @ " Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu di sisi Allah adalah orang-
orangd vang paling bertagwa diantara kamu.

1 (Al-Hujuraat : 13)
":

FIPAENN | SIASII RN v S e s oS s

Artinya @ " Kemudian tatkala dia merasas berat, kedua-

nya (suami istri) bermohon kepada Allah,
Tuhannya seraya berkata : " Sesungguhnya
jika engkau memberi kami anak vang sholih,
tentulah kami termasuk orang-orang yang
bersyukur." (Al-A'raaf : 1893)

Sedangkan sebagai makhluk sosial anak dididik
diharapkan menjadi manusia yang bertanggung Jawab
kepads masyarakat dalam rangka melaksanakan dua tugas
utama sebagai kholifahtullah di atas bumi, wvaitu
“"ibadatullah” {menghambakan kepada Allah) dan
“"iwaratul ardli” (membangun kemakmuran di atas bumi)
kesemusnys itu bermuara kepada tujuan hidup vyang
paripurna, yakni untuk menggapai “sa'adatuddarain”
{(bahagia di dunia dan akherat).

Dari konsep tentang tujuan tertinggi tersebut,
kiranya perlu dijelaskan bahwa tujuan ini diyakini
sehagai tujuan yang ide:l serta tidak diketahui ting-

kat ketercapainya secara empirik. Namun perlu digaris
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bawahi bsahwa tujuan imi haruslah menjadi motivator
utame dalam menerapkan tujuan yang lebih spesifik,
narya dengan semangat inilah segsla aktifitas pendidi-
kar, menjadi lebih bermskna.

. Tvjuan umum

Berbeds dengan tujuan tertinggi vang lebih
menekankan pada pendekatan filosofis. Tujuwn unum
lebih bersifat empirik dan realistik serta berfungsi
sebagai arah yang taraf pencapaian dapat diukur,
karena menyanghkut perubashan sikap, periilaku dan
kepribadian subyek didik.

ketika pendidikan diorientasikan untuk membantu
anak didik dalam rangka mengembangkan potensi dan
sumber dayas insaniyahnva, maks proses pendidikan
seliarusnya berada pada posisi sebagai sarana pember-
dayaan potensi dan sumber insanivah anak didik secarsa
maksimal, hingga potensi dan sumber daya tersebut
dapat terealisasil secars sktusml sebagail cermin pribadi
vaug utuh dan paripurna (self realisation), atau dalam
idiom lain pendidikan merupakan sarana untuk membantu
peserta didik dalam mengenal dirinya serta menjadi
dirinya sendiri.

Self realisation memungkinkan untuk teraktualiss-
si bilamana mengandung tiga kemestian strategis, yakni
realitas  subyektif,  realitas simbolik dan re&litas
obyektif, yang secara inklusif tersentuh nilai-nilai
transendental (Al-Qur an dan Sunnah). (Runtowijovo,
1985 : 22)

Realltas subyektif memiliki kapasitas akal,
perasaan dan kemampuan untuk menangkap tanda-tanda
atau syat-ayat Allha, oleh karenanya realitas obyektif
ini mengenal iman Islam dan ikhsan berkat sentuhan
nilai-nilai transendental tersebut. Di sini terlihat
kematangsn dan kedewasaan seseorang dalsm berprilako
varg benar-benar memiliki kepribadian.

Realitas simbolik adalah merupakan aktualisasi-
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dari realitas subyektif, dimana realitas transendental
dipertantkan dengan realitas empirik, hingga muncul
kreativitas-kreativitas vang bersifat reflektif berupa
ilma-ilmu pengetahuan seni, budaya dan filsafat. dari
sini "self realisation" mulai dapat dilikat tingkat
penzapaiannya karena secara fungsional Kriteria
evaluasl dalam proses pendidikan dapat terpenuhi.

Realitas subyektif wdalah situasi kondisi dalam
kehidupan sehari-hari vyang secara konkrit dihadapi
oleh setiap orung dan disinilah realitas subyektif
harus tersernituh dengan resalitas obyektif. Ketika
realitas subyektif di atas dihadaepkan dengan realitas
cbyektif maka skan muncul dua kemungkinan, berupa
kemungkinan positif atau negatif ini apabila muncul
dipzrmukaan biasa disebut "krisis" baik itu drhumani-
sasi, sekularisasi pragmatisme, dan sebagainva,.

Dari sini pendidikan diposisikan sebagai sarana
petunjuk untuk menghantarksn peserta didik dalam
mengharungi lautan krisis tevsebut, dengan titik tekan
pada bagaimana ketahanan realit s subyektif transen-
dentalnya kuat. Karena hanva orangd vyang realitas
subyektif transendennya kuat, dalam arti iman dan
tagwanva kuat vang akan dapal mengatasi krisis terse-
but.

Oleh karena itu keberhasilan dalam menghadepi krisis
ini merupakan salah satu indikasi berhasilaya tujuan
pendidikan "self realisation”.

KEetika pertimbangan dalam penetapan tujuan
pendidikan Islqm tertinggi (paripurna) dan tujuan umum
ini harus dih#dapkan pada pertanyaan : kapan tujuan
tersebut dapat dicapai ? Maka Jjelas dalsm praktek
pendidikan tidak akan pernah tercapai karena usaha
pencapaian tujuan tertinggi diperluksan usaha vang tak
pernah berakhir, begitu pula tujuan self realication
setagai proses “becoming” begitu puls selama hayat

pruses pencapsian tnjusn tersebut masih harus terus
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berlangsung. oleh karena itu dalam Islam mencari 1lmu
tidak pernah kenal kata akh.r dan hal itv merupakan
sebuah hewajiban.

¢, Tujuan Khusus

Tujuan khusns ini merupakan bias dari tujuan umum
dan tujuan paripurna, sekal.gus pengemban dan amanat
dalam hkonteks yang lebih operasional dan bersifat
interprestasi. Oleh karenanya eksistensi tujuan
khcsusnya ini haruslah memperhatikan beoerapa hal
sebagai berikut

1) Hemahami konteks sosio politik dan kultural
bangsa dimana pendidikan Islam itu aiselengda-
rakan.f

2) Secara psikeologis harus mengandung kemestian
strategis terhadap pengembangsen minat, bakat
dan kesanggupan subyek didik menuju aktuali-
sasi diri secara maksimal.

3) secara tsktik strategi harus sesual dengan
tuntutah sitnasi dan kondisi saat ini dan masa
mendatang.

Kemudian wuwuntuk mengetahui sampai dimana konsis-
tensi tujuan khusus ini mampu mengembang amat tujuan
pendidiken islﬁm paripurna dan tujuan umumnya. dapat
dilihat dari segi visi, isi dan orientasi pendidikan
vang dijalankan secara defusif sebagai aktor sejarah,

ataukah justru hanya menambah beban sejarah ?

Tanggung Jawab FPendidikan Islam

Dalam Islam konsep tanggung jawab lekat dengan
keta amanah, yang bermuara pada sandaran transendental
Ilahiyah berangkat dari urgensi makna &amanah inilah
posisi manusia menduduxi derajat luhur sebsagai khali-
fatullah fill ardli wvang harus senantiasa menghamba
kepada-Hyva, sekaligus harus berussha memsakmurkan bumi
agar tercapainya kebahagisan dunias dan akhirat.

Secara sosio kultural umat Islam baik peran,



tugas dan fungsinya harus bertujuan menegakan dan
uelaksanakan serta melestarikan risalah ke-Islaman
ter hadap generﬁsi berikutnya demi terlaksansa dan
tercipta kelangsungan hidup yang diharspkan. Langkah
strategis dalam upaya pelestariasn itu adalah lewat
jalur perdidikan baik dalam sekalas makro maupun dalan
sekala wmikro, yang merupakan tanggung Jjawab bersama
oleh keluarda, masyarakat maupun pemerintah.

1. Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Pendidikan

Secara politis, ketahanan nasional suatu bangsa
akan dapat ditegakkan tanpa didukung kokohnya ketzshan-
an keluarga, oleh karenanya keluarga merupakan pilar
utama dalam menopang tegaknya ketahanan nasional
tersebut. Dengan demikian bangunan heluarga vang tidak
harmonis dan sejahtera, sulit diharapkan sumbangsihnya
terhadap kesejahteraan masvarakat dan bangsanya bahkan
cenderung menjadi beban sejarah.

Ketahanan keluarga bagi seorang muslim buksn
semata-mata karena tuntutan politis, namun lebih jauh
dari itu secara normatif edukatif tuntutan <(taklif)
terhadap kepada keluarg: (orang tua) untuk wmenciptakan
suasana yang harmonis dan bahagia adalsh sebuah
kewajiban. dengan titik tekan pada sisi penyiapan
generasi yang tangguh,

Firman Allah SWT

Sl 2, T PR AR ’;ﬂljjuf
(et ) . @1—«5—3"’1 JMMJ"

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhlasan kehi-
dupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal
lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di
sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi
harap&n: (Al-Kahfi : 48)

e n . 51 CA 2, A
0 Lot i 500505

-

(‘11,@!).@?_}@’3@ i ;;:h 'Uﬂbﬁ.‘u.s

'i.'\.
\

"'\
a
h"



Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang vang seandainya meninggalkan di
belakang mereka anak-anak lemah, vang
mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertaqua hepada Allsh dan hendaklah mereksa
mengucapkan perkataan vang benar”

(An-Ni=sa :
224 *Jf A
sz\f_ai...ﬁ ”f(f:.wj, 7
ilf 11/ L1
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman peliharalah

dirimu dan keluargamu dari siksa api
neraka”. (At-Tahrim : B)

Agama memandang begitu pentingnya membangun
keluarga vyang kondusif terhadap pendidikan anak,
karena itu di lingkungan keluargalah yang pertama kali
meletakan dasar-dasar pembentukan kepribadian anak
melalui internalisasi nilai-nilai terpantul dari
emosi, minat, bakat dan sikap sikap dan prilaku orang
tuanya. Dengan demikian pantas sekali jauh-jauh hari
Rosulluloh mengingatkan bahwa perilaku orang tua
saingatlah berpengaruh seksli terhadap pembentukan
watak dasar dan keyakinan serta semangat keagamaan
anaknya.

Sanda Rosulluloh SAW

:Uf.p.»-’ ‘ct.:'l_gje,/j"ayba‘/w}\y_ﬂy :_aJny
(u%rtéjidﬂg,‘)~ fﬁﬂtj;éémé

Artinya : "Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam keadaan
fitroh maka orang tuanyalah yang akan men-
jadikan ia Yahudi, Nasrani, Majusi."” (HR
Buchori).

Bagi baﬁgsa Indonesia dalam rangka mendukuag
tergujudnya tujuan pendidikan nasional, pendidikan

keluarga menempati posisi yang sangat penting sebagai-
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mana yang ditegashkan dalar pasal 10 ayat 4 UUSPH
"Pendidikan keluarga_ merupakan bagian dari jalur
pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam
keluarga yvang memberikan keyakinan agama, nilai moral

dan ketrampilan”.

2. Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendidikan

Hasvarakat pada hake%atnya merupakan bentuk
komunitas yang lebih besar dari bentuk keluargs ketika
harus dipandang secara homogen sebagai masvarskst
muglim (Muslim Society). Begitu juga dalam konteks
hetrogen tetap merupakan bentuk makro duri sebusah
keluargs, vyakni keluarga besar manusias Jjenis sapapun
Jjenis suku, bangsa maupun agamasnys. Dan vang Jjelas
mendambakan ketentraman dan kebahagiaan hidup, bahkan
terhadap mereka vang berperang sekalipun.

Berawal dari dambaan untuk hidup tentram dan
sejahtera terhadap sebenarnya secara nalurrivah telsh
diswali denan kesadaran diri, kemudian merambah pada
lingkungan keluarga masing-masing hinggs komunitas
vang lebih besar yaitu masyarakat. Dan upays. pencapai-
an tujuan tersebut lazim disebut proses pendidikan.
Dari sini pendidikan telah menjadi tanggung jawab
secara merata dari masing-masing suku, bangsa dan umat
beragama. Tentu saja mengenal bentuk isi, wvisi dan
crientasinya memiliki perbedsaan.

Begl seseorang yang sholeh harus memikul tanggung
Jjawab bagi kerahmatan lingkungan masyarakat yang
secara monumental diaswalil dengan masa keluarga. Dimana
Langgung Jjawab untuk membangun keluargs yvang harmonis
dan buhagia {sakinah) telsh menjadi kewajiban
imaniyah. Dan diperhitungkan sebagai saham terhadap
wavna masyaralkay dan bangsanys.

Dari sini tanggung Jjawab seorang muslim terhadap
pendidikan dalam lingkup masyarakat telah dimulai

meskipun masih alami sifatnya, dalam arti tanggung
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Jawvab pendidikan hanya didasarkan pada kesadaran nilai-
nilai religius, belum didasarkan atas ikatan sosial
yarg mantap, ' sehingga masih terlihat sekali adanya
kelonggaran tanggung Jjawab perindividunya terhadap
pendidikan. Namun ketika kesadaran akan milai sosial-
religius ini maﬁpu membentuk ikatan sSosial yang mantap
serta mampu menghimpun tenaga, pikiran serta daya dan
dana maka aktualisasi pelaksanaan pendidikan akan
mampu menformulasikan bentuk yang lebih baik dengan
penciptaan eahana-wahana pendidikan vang lebih
konkrit. Baik lembaga péndidikan formal {berupa
sekolsh, madrasah, atau pesantren) dari tingkat dasar
sanpal perguruan tinggi atau lembaga pendiditan non
formal (berupa kursus-kursus atsu balai latihan
kerja).

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah fighiyah
fardlu a’in dan fardlu kifayvah. Wajib a2’in merupakan
sesuatu yang harus dika2rjakan oleh setiap insan vang
berupa Islam tanpsa terkecuali misalnya sholat lima
waktu dan puasa Romadlon. Fardlu kifayah adalah
sesuatu yang dipandang cukup. apabila sudah ada .seke-
lonpok anggdota masyarakat yang telah menunaikannva
sepertl merawat dan mensolatkan jenazah. Dalam kontek
in: tanggung jawab pencidikan sebagai seorang muslinm
se laku indiividu maupun sebagai anggota masyarékat
adalah wajib a’in karena ! Pertama, secara sosio
kultural seorang muslim dituntut melaksanakan amal
naruf dan nahi munkar tanpa terkecuali khususnva
terhadap proses internalisasi nilai-nilai luohur vang
divakini kebenarannya.

Firman Allsh
I
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Artinya : "Kamu adalah umat terbaik vyang dilahirkan
untuk manusia menyuruh kepada vang makruf
dan mencegah kepada vang munkar dan

: berimanlah kepada Allah”. (Ali Imron : 110)

3. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pendidikan

Bermula dari begitu pentingnya nilai pendidikan
dalam kehidupan manusia, maka tuntutan hidup manusia
secara inddividual maupun kelompok terbebani tanggung
Jdawab untuk mengupayakan kelestarian, termasuk komuni-
tas formal vyang berbentuk pemerintah. Karena peme-
rintah telah diamanati oleh masyarakat untuk mengaturr
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu
secara stryktural pemerintah menempati posisi pelaksa-
naan  amanat rakyat tertinggi, maka sudah semestinya
pemerintah Jjuga mengemban amanat dan tanggung Jjawab
tertinggi terhadap kesejahteraan hidup rakyatnya
khususnya dalam pendidikannya. _

Pendidikan harus diletakan pada prioritas utama
olch karena pendidikan menempati posisi vyang sangat
strategis. Keberhasilan pendidikan akan meaentukan
kejaysan kehidupan bangsa dan negara dimise depan.
Balhkan sangat menentukan keberhasilan perbanguaan vang
dijalankan, karena pada hakekatnya pendidikan adalah
juga membangun manusia pembangun itu sendiri. Sehinggs
pendidikan merupakan perwnjudan investasi pembangunan
manusia vang sﬁngat menguntungkan. (Dr. Ahmad Tafsir,
1892 @ 97)

Dalsm islam pemerintah dibebani tanggung Jjawab
pendidikan didasarkan atas hubungan hak dan kewajiban
antar rakyat dan pemerintah, maka posisinya sebagai
penguase atau iman yang wajib ditaati oleh rakyatnya.
Firman ﬂllah
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Artinya @ "Hal orang-orang vang beriman taatilsh Allah
dan Rosul (Nya) serta Ulil Amri diantara
kamu". (An-Nisa : 59)

Sebaliknya pemerintah uiwajibkan berusaha meme-
nuhi hak-hak rakyvat yvang dipimpinnya, berups hidup,
nalk untuk merdeka, hak untuk memperoleh penlidikan,
hak memiliki dan hak untuk memperoleh kehormatan.
(Ahmadi, 19822 : 88) Selanjutny: dalam rangka tersebut
pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat juga
keprada Tuhan sebagaimana sabda Habi

P el if I 125 o
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Aritinya : "Setiap diantara kamu semus adalsh pemimpin
dan akan dimintai pertanggung jawaban =atas
pemimpinnva. Seorang imam (pemerintah’)
adalah pemimpin dan akan dimintai pertang-
gung Jjawaban atas kepemimpinannya". (H.R.
Bukhori)

Bagi Indonesia tanggung jawab pemerintah terhadap
perdidikan telah teramanatkan dalam UUD 1945 pasal 31
ayat 1 dan 2 bahwa tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran dan pemerintah mengussahakan dan menyelgng—
gararan pengajaéan nasional, yvang diatur dalam UU no.
2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional vang
menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
bersana antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
{pagal 25 ayat 1)

Hasalah-masalah dalam Pendidikan Islam
Mencermati misi besar Islam sebagai " -ahmatan
lil "alamin”, maka upaya idealisasi pendidikan Islam
masa depan ditentukan oleh seberapa Jjauh kita mampu
mendistritusikan pesan-pesan Islam dalam Hﬂinamika

keumatan. Sehingga berfungsi sebagail paradigma alter-
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natif dalam mencermati krisis global. Masalahnya
adalah bagaimana mengidealisasikannya dalam Kkerangla
praktis dan menterjemahkannya dalam bentuk nyata, guna
mengatazi krisis dehumanisasi, skularisasi, pragma-
Lisme dan hilangnya visi illahiyah dalam diri manusisa.

Dalam dataran realitas, pendidikan Islam saat ini
masih lekat dengan warisan budaya priode klasik akhir,
bukan lagi ditegakan atas pondasi idealisme yang kokoh
dan anggun. Indiikator awal rapuhnya dasar filosofis
rendidikan Islam dimaksud adanya prrinsip dichotomis
ini terlihat dengan jelas pada dualisme sistem pendi-
dikan di negara-negara muslim atau negara-negara Yyang
mayoritas penduduknya beragama islam seperti Indone-
sia.

Bertolak dari gambaran tersebut muncul iagasan-
gagasan baru dalam rangka mengurangi atau menghilang-
kan problem dicotomis dalam sistem pendidiksan. Adanva
gagasan dan upays Islamisasi ilmu pengetahuan vang
dipelopori oleh Prof. Islmail raji Al Faruai, Prof.
Nacgub Al Attas, Hassan Bilgrami, Ziaudin Sardar.
(Huslih Usa, 1881 : 4) Namun hinggs saat ini hasilnyva
belum dapat dirasakan, bahkan upava tersebut ditentang
keras oleh Dr. Muhammad Arkoun, seorang guru besar
Islamic Studies pada Universitas Sorbone Prancis. Dia
nengatakan bahwa merupakan kesalahan besar bila iada
vang melakukan gerakan Islamisasi sain dan teknologi
sebab dapat terjebak pada persepsi bahws Islam bersi-
fat ideologis. (Ibid : 3}

Di Indonesia, upaya untuk pemecahan persoalan
dicotomi dalaﬁ sistem pendidikan nasional, mengalami
kendala yang tidak mudah, dan nampaknva telah menjadi
persoalan pendanaan, tenaga ahli, maupun sarana dan
prasarananya. 0Oleh karena itn realitas vang ada,
pendidikan Islam tetap terbelakang dan dikatakan
sehbagai pendidikan kelas dua. Dan tidak memiliki
kekuatan untuk memiliki kekuatan dalam me lakukan
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lompatan-lompatan untuk memenuhi logika pesaing.

Sementara itu lembaga pendidikan Islam tidak
meniliki peluang berrarti untuk bersaing dalam wujud
nyata, terutama dalam partisipasinyas terhadap pemba-
ngunan nasional, khususnya pada sektor formal. Dalam
kerangka ini adda semacam kesan umum bahwa pendidikan
Islam di Indonesia merupakan dunia tersendiri, serta
knrang tanggap terhadap perkembangan-perkembangan
vang terjadi diluar dirinya. Dan merupakan lembaga
kedinasan yvang layak hanya menjadi ulama dan da’i.

Upaya untuk penyempurnaan penvelenggarasan pendi-
dikan Islam dalam rangka kerangka komperatif terhadap
pendidikan umum (non Departemen Agama), tanpa mengu-
rangl semangat Dr. A, H. Saefudddin dalam motivasi
penyelenggaraan pendidikan Islam rasanysa tidak terlalu
pengecut apabila kita saat ini dikatakan mssih dalam
kerangka “hipotesis deficit” (A.M. Saifudin 1887
105) Yaitu pendidikan Islam saat ini haruslah kits
akui masih dalam keadaan terbelakang, bahwa menurut
KH. HA Sahal Mahfud pendidikan Islam dalam percaturan
dunia modern saat ini tampak adanya semacam ambi-
vaiensi wawasan dan mengakibatkan kurang Jjelasnya
orientasi yang dimiliki. (Ibid : 283) Walaupur kondisi
menang cukup mengusik gengsi kita sebagsai qmat
mayoritas, namun bukan berarti harus membuat para
penyelenggara pendidikan Islam merasa rendah diri
dalam aktivitas pendidikannva, bahkan Jjustru secara
evaluetif mestinya kita mau belajar dalam kesalshan
tersebut, sekaligus mengkaji bagaimana umat lain mampu
melampoi standar kualifikasi secara nasionsal.

Realitas Pendidikan di Indonesia

Sebagal gambaran tersebut diatas, bahwa pendidi-
kan Islam di Indonesia masing menghadapi berbagai
masalah dalam berbagai aspek, baik vang teknis maupun
varng substantif. Hal ini logis manakals dikatszkan



sebagai kategori kelas dua , dan belum wmampu memenuhi
logika persaingan. Kenyvataan semacam itu kiranya perlu
seiali kita upayaskan pemecahan secepatnys, dan
sebelumnya mesti kita analisa dahulu kelemahan-kelema-
hannya antara lain.:

1. Persoalan Dana

Setidaknya telah menjadi opini masyarakst terse-
dia dana yang memadai, tentu mutu pendidikan Islam
akan memiliki standar kualifikasi vyang b:rsaing.
Kesimpulan tersebut didukung fakta bahwa sekolah-
sekolah Islam yvang keuangannya kuat mutunyva relatif
lebih baik. Hamun apakah benar pangkal persoalan
dendahnya mutu pendidikan Islam terutama disebabkan
oleh dana? Jika demikian, logikanya umat Islam di
Indonesia tentunya miskin-miskin?

Berkait dengan penyataan tersebut distas, kiranys
kita perlu tilik kembali keadaan sebenarnya umat
Isiam, spakah memang mereka miskin-miskin?

Berkait dengan pertanyaan tersebut diatas, kira-
nya Kita perlu tilik kembali keadaan sebenurnya umat
Islam, apakahj memang mereka miskin-miskin hingga
pendidikan Islam kekurangan dana. Bila kita inventari-
sir, ratusan ribu jemaah haji Indonesia berangkat ke
Tanah Suci, dengan biaya jutaan rupiah perorangnya.
Jika dikalkulasikan secara keseluruhan biaya vang
dikeluarkan umat Islam, tentulah sangat banyak. Belum
lagi menunaikannya hingga kesekian kalinya, betapa
anarkisnysa &pabila pendidikan Islam apa bila pendidi-
kan Islam harus menghadapi krisis keuangan. Apa bilsa
umat Islam di Indonesia untuk proyeksi masa depan
mesti berpatokan pada sembovan “"Biar bodoh asal Haji",
dan pendidikan Islam tetap dalam posisi terbelakang?

Selanjutnya apabila kita teliti secars cermat
daca perbankan di Indonesia, sekitar 70 persen nasabah
bank swasta maupun bank negara, adalah umat Islam.

BagZaimana pendidikan Islam bisa kekurangan dana? Jika



demikian keadaannya, problem kekurangan dana sebetul-

nva dapat diatasi, apabils mampu menyadarkan umat

Islam tentang bagaimana mentasyarufkan harta yang

keliru dan mendahulukan yvang sepele, sementara yang

justru penting‘disepelekan.

Kemungkinan-kemungkinan dalam mengatasi kekuran-
gan dana menarik sekali apabila kits ulas solusi vyang
ditawarkan oleg Dr. Ahmad Tafsir dalam desertasi
doktornya, solusi tersebut adalah sebagal berikut
1) Mentradisikan wakaf dan memposisikannya dalam

perencanaan anggaran agama Islam.

Tradisi wakaf untuk menopang biayva pendidikan
(lembaga ilmuan) dalsm persepektif sejarah, merupakan
hal yvang tplah.membudaya khususnva pada masa kejayaan
Isiam, misalnya
1). Tanah dekat TFisya Salim, MNafya dan HMahallaha,

Nafya dan Mahallaha alm. dekat Tanta seluas 3527
acre (1 acré Fira-kira 1/2 hektar) untuk Masjid
Al-Hakim dan mihrobnya. Dari wakaf itu .,5 sero
{10 + 1/3 acre) diwakafkan oleh Maulana Sulton Al-
Churi untuk sekolah Al-Makmuroh di desa Disya yang
didirikan oleh Syamsyuddin Muhammad bin Wahab Al-
Fisya untuk membiaval sarana bangunan sekolah dan
gaji gurunya.

2. Wakaf Qoitby di daerah Al-Azhar banyak digunakan
untuk pendidikan. Wakaf tersebut berupa 14 toko,
tanah pertanian, kolam air dan lain-lain. (Hasan
Lnggulung, 1987 : 166-173). Dari contoh-contaoh
tersebut sebenarnya panggilan dana melalui wakaf
ternvata cukup potensial untuk mendukung pem-
biayvaan pendidikan Islam, karens pada masa Ke-
javaan Islam dahulu tidak lepas dari peran strate-
gis di Bidang pendidikan yang disukseskan oleh
maraknya tradisi wakaf. Kenapa saat ini tidak?
Bukan potensi-potensi dana vang dimiliki umatl

islam =zaat ini (khusuasnya negara-negara kaya Timor



b).

e).

Tengah dan khususnya di Indonesia) cukup banyak
mengapa tidak diproyeksikan uvntuk tojuan itu?
Pemanfaatan Bank

Adalah perlu kita syokuri bahwa Indonesia
telah muncul bank-bank Islam seperti Bank Huamalat
Indonesia, Bank Syariah, Bank Perkredtan Rakyat
(BPR), baik yang dikelola oleh HU maupun Huhamma-
diyah. EKarena dengan lahirnya bank ini berarti
potensi sumber dana umat Islam di Indonesia khu-
susnysa yang secara statistik lebih dari 50 hingda
70 prosen nasabah bank adalah umat I=lam, maka
kiranva dapat dimanfaatkan mendukung kemajuan
syl‘ar Islam.

Dalam konteks demikian sekarang tidak adsa
alasan bagi umat Islam untuk tidak mensukseskan
program tersebunt. Karena dengan menggunakan Jasa
bank ini. berarti dikut memikirkan kepentingan
Islam, termasuk pendidikan Islam itu sendiri.
Pemanfaatan Sumber Dana Konvensional

Sumber-sumber dana konvensional yang dimaksud
adalah sumber dana yang secara rutin telah mentra-
disi dalam pendidikan, seperti sumbangzn donsatur
/pemerintah dan BP3. Namun yang penting perlo
dlperhatlkan adalah bagaimana manfaat dana secara
produkt1f dan tidak hanya konsumtif melulu. Selan-
jutnya solusinva adalah kembali kepadsa pemanfaatan
bank Islam.

Sebenarnya inti problem kekurangan dana tidak
terlalu merisaukan andaikata persocalannya terbatas
pada hanya soal kekurangan dana, aka, tetapi
sungguh sangat praktis manakala sudah kekurangan
dana di tambah pula dengan sistem manajeral yang
acak-acakan. Hemang sudah kausalitas logika kekn-
rangan dana bisa menyebsbksan sistem manajeral yang
kurang bagus terhadap problem akan tetapi perlu
diingat bahwa manajerial vang bagus terhadap



problem kekurangan dana dapat diperhitungkan dan
dinsahakan' pemecahannya.
Perscalan Manajerial dan Tenaga Ahli

Persoalan Manajerisl dan Tenaga Ahli merupa-
kan persoalan vang uendesak sekali dalam mening-
katkan mutu pendidikan Islam. Hal ini menjadi
penting karcna ternvata lembaga-lembaga pendidikan
Islam vyang selama ini dianggap bonafide masih
penuh dengan ramunan konflik yang tak pernah sele-
sai antars sekelompok pimpinan dengan vang lain
vang berebutan jebatan, sehingga skibatnya mereka
saling depak satu sama lain. Pertimbangan profesi
dan keahlian terdesak oleh emosi familier &atau
vested interest yang lain. EKericuhan terjadi bukan
karena perbedaan konsepsi dalam upaya peni embangan
pendidikan Islam, mela.nkan karena motif rebutan
Jabatan.

Sebaéai ilustrasi. Rufli FKarim mengangkat
kasus vang terdapat terjadi ketika berlangsung
seminar peringatan 40 tahun Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyvakarta. Pada bulan april tahun
1984, terjadi dialog menarik sekitar pula manaje-
rial Perguruan Tinggi Islam di InJdonesia ini
yaitu : Pertams, visi keilmuan keislaman di Pergu-
ruan Tinggi Islam dipertanyakan, dimana pengelola-
nya kering dari corak keulamaan. Kedua, upaya
memenuhi ~standar kualifikasi ternyata baru pada
sektor fisik material (bangunan gedung dan sewa-
camnnya), bukan diorientasikan pada pemikiran
keislaman. Ketiga, disyalir kondisi pelsku pendi-
dikan, khususnya dijajaran para dosen masih kabur
visi hkeilmuannys, sebagai contoh adanya pejabat
dekan yvang tidak mengenal nama-nama pengarang buku
keislaman ﬁcpuler. Hal ini biss dibavangkan bagai-
mana orientasi pengembangan ilmu keislawan di

fakultasnya. Keempat, bahwa pola hidup yang ditam-
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pakkan oleh pejabat Perguruan Tinggi Islam, cende-
rung pamer kemewahan {(elitis). Sehingga sangat
tidak mencerminkan wajal. Islam.

Andaisaja kritik seperti itu dapat dijadikan
dasar untuk menarik generalisasi terhacap standar
Perguruan Tinggl Islam terbesar dan tertua di
Indonesia semacam itu, dapat digambarkan bagaimana
benvataan vang ada pada Perguruan Tinggi Islam
lainnya.

Persualan;htunumifLegitimasi Politik

Persoalan yang hingga saat ini masih merupa-
kan 1impian adalah, kemungkinan kita mendapat
lJegitimasi politis guna perbaikan secara mendasar
dalam pergolaksn pendidikan Islam. Hsl ini menjadi
penting karena berkenaan dengan eksis tidaknya
Islam di Indonesia dalam lingkup percaturan na-
sional mauﬁun internasional. Jika posisi saat ini
hanva mampu mempertahankan sebagaimana vang adsa
bersarti sebuah kemunduran. Karena kemajuan yang
eda berpacun seiring dengan arus perubshan scosial.
Rondisi ini menjadi pendidikan Islam sebagai
lembaga yang konservatif dan berada pada status
quo. (Muslih Usa : 12).

Dalam posisi yang demikian, maka je as pen-
didikan Islam tidak biss mengejar ketertinggalan-
nya dengan lompatan-lompatan berarti sesuai dengan
arus perubahan, spalagi untuk memenuhi selera
konsumen. Jika selama ini terlihat semakin bertam-
bah jumlah lembaga pendidikan Islam secara kuanti-
tas hal itu belum berarti bisa dijadikan sebagai
Jaminan adanva kemajuan dari segi mutunya, namun
lebih disebabkan cleh beberapa faktor yang memang
harus demikian. Atau dengan kata lain, pendidikan
masih dibutuhkan karena : Pertama, lembaga pendi-
dikan dibawah depaitemen pendidikan dan kebudayaan
{P dan K) tidak mampu menampung seluruh anak didik
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vang membutuhkan pendidikan. EKedusa, lembaga pen-
didikan Islam kebanyvakan berada di pedesaan dan
menawarkan biaya pendidikan vang lebih murah, dan
auntuk tingkat dasar hingga menengah atas tidak
perln mengeluarkan biayva tambahan, selain biaya
pendidikan. EKetiga, sebagai masyvarakat (orang tua)
masih merasa terkait dengan pendidikan Islam, oleh
karena mereka berkewajiban memberikan pelajaran
agama pada anak-anaknya. Keempat sebagai masyara-
kat bersedies membiayai lembaga pendidikan Islau
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setem-
pat. Kelima, tidak adanya 1lembaga lain selain
pendidikan Islam vang terjangkau, karena alasan
biaya pendidikan maupun biaya hidup disamping
biaya geografisnya (Zamakhsari Dhofier, 1986 : 23-
273,

Alasan tersebut diatas, memang tidak berlaku
mutlak, bisa saja berubah segala sesuatunya se-
hingga bisa tidak sesuai dengan yvang kita dapati.
Namun yang Jjelas pada masa-masa mendatang agar
lembaga pendidikan Islam tetap eksis, alasan
seperti ini diatas haruslah ditinjau secara kritis
sebagal persoalan yang secepatnya harus diantici-
pasi, karena apabila tidak, eksistensi pendidikan
Islam sulit menjanghau masa depan vang ﬁenuh
dengan tantangan vang lebih berat lagi.

Selama ini upaya pembaharuan pendidikan Islam
di Indoﬁesia masih terhambat ocleh berbagai persoa-
lan. mulai dari persoalan dana, tenaga ahli dan
lain-lain vang bersifat teknis, hinggsa pada
persoalan substantif, vaitn kerapuhan fondasi
filosofis sistem pendidikan Islam yang ailukiskan
dalam bentuk dualisme dichotomis antava kategori
ilou-ilmu agama dan ilmu-ilmo sekulicr. Olen kare-
nanya dalam dataran realitas pendidikan Islam

dewasa ini dari segi apapun terlihat tergoyah dan



limbung, terutama sekali dikarenakan orientasinya
vang semakin tidak jelas. Contoh kasus, anak didik
vang menjadi ﬁlumni lembags ini sebagisn besar
tidak dipersiapkan untuk memasuki lapangan kerja
dan orientasi job yang jelas pada bidang-bidang
tertentu, sehingga secara aplikatif seoclah tanpa
guna dengan sertifikat kelulusan vang didapatkan.
Bahkan justru dikhawatirkan apabila kondisi demi-
kian tersebut berlarut skan dapat mempengaruhi dan
meruntuhkan idealisme mereka.

Keadaan semacam ini mewabah disem.aa jenis dan
Jenjang pendidikan, termasuk IAIN, kecuali bebera-
pa urusan saja yang memang dididik dalam spesia-
ligasi, itupun hanya sebagian saja vrng tetap
berpegang pada profesinya, karena kesempatan vang
sangat terbatas. Sedangkan sebagian terbesarnya
hsrus mengisi sektor lain vang tidak alas dasar
ketrampilan, dan hanys karena fasktor keterpakasan.

Eembali kepada persoa an legitimasi kebijak-
sanaan politik, vyang dimaksudkan disini buken
hanya dalam kerangka pengembangan pendidikan Islam
secara kelmbagsan yang akan bermuara pada rintihan
untuk dikasihani agar mendapat fasilitas 1lebih
dari yang lain, melainkan dalam sekala vang lebih
makro tentang penciptaan kondisi yang bemar-benar
mendukung adanya, sebagian dijamin oleh pasal 29
UUD 1945,

Selanjutnys yang ingin dicapai da.am kerangka
ini adal#ﬁ peran pendidikan Islam dalum mengangkat
citra Islam, yang telah terjebak dalam kungkungan
Justifikasi mayoritasnya, sehingga dalam praktek
percaturannva, tidak mampu menampilkan peran
prrocetiknya, sehingga misi peerubahan terhadap
tatanan sosial kultural yang membelenggu, menindas
dan tidak jelas arah sejarahnya, telah kehilangan

cita-cita normatik idealny.



Oleh karena langkah ini untuk meletakkan
agama sebagai instintusi profetik terhadap ke-
mandegan sejarah, peradsajan, kreatifitas dan
endapan pikiran manusia vyang akhirnya menjadi
sebuah kekuatan vang transformatif pada masyara-
kat. Dengan demikian akan terfungsikan sebsagail
sosialisasi kebijakan, lebih jauh berfungsi seba-

gai kritik dan budaya masyarakat.



BAB III
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AGAMA
DALAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses
manusia secara sadar, manusiawi dan terus menerusagar
dapat hidup, berkembang sebagai manusia yang sadar sakan
kemanusiaan. dalam dataras realitas obvektif, operasiona-
lisasi dari penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlak-
sana dengan baik tanpa memperhitungkan dan emahami
secars benar dan tepat tentang realitas sosial budaya
vang ada. Demikian juga pelsksanaan pendidikan agama di
Indonesia tidak akan terlepas dari prasyarat untok mema-
hami konteks realitas sosial budaya di Indonesia.

Di Indonesia, patokan budaya bangsa dan nilai-nilai
asasinva adalah sebagaimana vang telah digariskan dalam
landasan falsafah Pancasila, dan landasan konstitusgionsal
Undang-undang Dasar 1845, diiringi dengan dasar vang
lebih operasional perundang-undangan maupun peraturan
pemerintah. Artinya secara operasional setiap pengemba-
ngan pendidikan di Indonesia, harus dapat merujuk secara
cerdas dan kreatif kepada Undang-undang nomor 2 tahuan
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), termasuk
penyelenggaraan pendidikan Islam.

IIntuk keperluan kajian ini berupa pokok pikiran
Pendidikan HNasional sebagaimana tercantum dalam UUSPN
tahun 1989, akan dibahas dalam bab berikut ini.

A. Pokok-Pokok Pikiran dalam Undang-undang No. Z Th 1888
1. Undang-undang nomeor 2 tahun 1889

Lengkapnya nama Undang-undang tersebut adalah
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSS5PN)

vang disyahkan dan diundangkan pada tanggal 27

maret 1989 hingga saat sekarang. Undany-undang ini

adalah sebagail pengganti Undang-undang nomor 4

tahun 1950 dan Undang-undang nomor "2 tal.un 1954,

37



b

38

vang dinvatakan tidak berlaku lagi. Selanjut-
nva dengan tidak diberlakukannya Undang-undang
pendidikan lamadan diganti Undang-undang UUSPH,
sebagaimansa disebutkan dalam konsidern bahwa
"perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan turntutan
perkembangan pendidikan nasional sebagail satu
sistem”, UUSPN, 1983 : 1-2) dan disebut pula
"bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas dan
dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serla
mewujudkan masyarakat maju vyang berakar pada
kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang
berwawasan Bhineka Tunggal Eka, perlu ditetapkan
Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional™.
(Ibid, hal : 2Z)

Secara garis besar, Undang-undang nomor 2
tahun 1988 tentang ©Sistem Pendidikan Nasional
terdiri dari Ed bab dan 58 pasal, yang meliputi
1 pasal ketentuan umum, 3 pasal dasar fungsi dan
tujuan, 4 pasal hak warga negara mempeirclzh pen-
didikan, 4 pasal peserta didik, 6 pasal tenaga
pendidikan, 4 pasal sumber days pendidikan, 3
pasal Rkurikulum, 1 pasal krari belajar dan hari
libur, 2 pasal bahasa pengantar, 4 pasal penilai-
an, 1 pasal peran serta masvarakat, 1 pasal badan
pertimbangan pendidikan nasional, 5 pasal peng&la-
han, 2 pasal pengawasan, 1 pasal ketentuan lain-
lain, 2 pasal ketentuan pidana, 1 pasal hketentuan
paralihan dan 2 pasal ketentuasn penutup.
Pasal-pasal tentang Pendidikan Agama

Sebagai upaya mencari peluang pengembangan
sistem pendidikan Islam secars integral terhadap
sistem pendidikan nasional, berikut ini berupa
pokok-pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian.
Sualah satu ketentuan umum sistem pendidikan
nasional adalah, bahwa pendukung dan penunjang
pelaksanaan pendidikan meliputi : tenaga, dana,

sarana, prasarana yang ada atau diadakan dan
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didayagunakan oleh keluarga, masyvarakat, peserta
didik dan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-
sama. (Abdul Munir Mulkan, 1983 : 33)

Dalam pasal 3 iperoleh ketecangar bahwa
fungsi pendidikan nasinnal adalah untuk mengem-
bangan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan
dan martabat manusia Indonesia. Sedangkan tujuan
pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam
pasal 4, bahwa pendicikan nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu munusia vyang
beriman dan bertaquwa kepada Tuhan Yan. Maha Esa
dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan
dan ketrampilan, kesehatan jasmeni dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung
jawab kemasyrakatan dan kebangsaan. llari muatan
pasal ini disiyali sebsgai indikasi religius
situasi dalam isi dan visi UUSPN karens meletakan
keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sebagai tujuan utamanys. (Ahmadi, : 27)

Mengenai hak untuk mempercleh pendidikan
dinyatakan' dalam pasal 7 bahwa pendidikan dise-
lenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin,
tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetsp mengindah-
kan kekususan pendidikan vang bersangkutan. :

Rincian mendenai satuan pendidikan dinyatakan
dalan pasal 7 ayat 3 meliputi keluarga, kelompok
belajar, kursus dan sejenisnya. sementra jalur dan
Jenis pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal
11 ayat 1 terdiri dari pendidikan umum, |ejuruan,
luar biasa, kedinasan keagamaan, akademik, profe-
sional. Ayat 6 mengatakan bahwa vang dimaksud
pendidikan keagamaan adalah untuk menyiapkan
peserta didik agar dapat menjalankan persn vang
menuntut penguasann pengetahuan khusus tentang

ajaran agama yvang bersangkutan.
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Fasal 28 ayat 2 menvatakan bahwa syral untuk
dapat diangkat sebagai tenaga pengajaar adalah
beriman dan bertagqwa berwawasan pancasila dan Ul
1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga
pengajar. Pasal 33 menyvatakan bahwa pengadsan dan
pendayagunaan sumberdaya pendidikan, dilakukan
oleh pemerintah, masyrakat atawn keluasrga peserta
didik.

Pasal ™ 39 ayat 2 berisi rincian kurikolum
wajib disetiap jenjang pendidikan yaitu, pendidi-
kan pancasila, keagamaan dan kewarganegaraan.
Berkaitan dengan ketentuan pasal 1ni pasal 38 ayat
1l menyatakan bahwa disamping satuan pndidikan
tersebut dapat ditambah mata pelajaran yang dise-
lenggarakan dengan situasi dan kondisi 1lingkungan
serta cirl khas satuan pendidikan yang bersangku-
tan tanpa mengurangi kurikuloum vang berlaku secara
nasional dan tidak menyimpang dari tujuvan dan jiwa
pendidikan nasional.

Penjelassn pasal 39 ayat Z menvatakan bahwa
rendidikan pancasila mengarahkan perhatian moral,
vang diharapksan untuk diwejudkan dalam hkehidupan
sehari-hari, yaitu perilaku vang memancarkan iman
dan tagwa vyang tersifat humanis,dan mendukung
persatuan dan kerakvatan, serta upava untuk mewu-
judkan keadilan sosial.

Khusus mengenai pendidikan agama penjelasan
tersebut ‘mengisaratkan bahwa pendidikan agama
merupakan usaha vang strategis dalam memperkuvat
iman dan tagwa sesuval dengan. agama vang dianuot
peserta didik dngan memperhatikan tuntutan untuk
menghormatl agama lain dalam hubungan kerukunan
antar umat beragamsa dalam masyrakat, sgar terwujud
cite-cita persatuan dan kesatuan nasional.

Pasal 47 =ayat 1 dan 2 menvatakan bahua

masyrakat sebagai mitra pemerintah diberi kesempa-
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tan seluas-luasnya ungpk berperan serta dalam
penvelenggaraan pendidiE;n nasional dan tetap
diindahkan ciri khas satuan pendidikan vang dise-
lenggarakannys.

Berdasarkan muatan 1si pasal-pasnl dalam
undang-undang nomor 2 tahun 1889 tentang Sitem
Pengajaran tersebut diatas pendidikan {(pengsjaran)
Islam dapat dikembangkan baik melalui pendidikan
pancasila dan pendidikan agama, serta melalui eiri
knas keislaman. Selanjutnya ciri khusus tersebut
dapat terus dikembangkan sustu bentuk hkurikulum
vang memberi arah berkembangnya suatu pribadi yang
mencerminkan pancaran nilai-nilai ajaran Islam
dalam formulasi yang berkesesuaian dengan panca-
sila. (Ibid, : 34).

B. Posisi Pendidikan Islam dalam Pendidikan
Hasioanal

Dalsm persepektif politik, pelaksAnaan pen-
didikan Islam mengalami pasang surut seiring
dengan kehendak dan watak pemegang kekuassan dan
suasana politik nasional. Pasang surut itu dapat
dilihat dari posisi, isi dan wvisi serts makna
pendidiksan agama dalam sistem pendidikan mnasional
vang sedang berlangsung. ‘

Acap kali pendidikan azama henya menempati
posisi pinggiran, sebagai suplemen. Senentara
formalitas, isi dan visinys didominasi satau bahkzn
direduksi oleh kepentingan politik. Disisi lain
pendidikan agama Jjuga pernah menjadi komponen
pokok dalam sistem pendidikan vang berkembang
daolam posisi vang lebih kualitatif haik dalam
konsep maupun pelaksanaannya, (Tobroni dan Syamsul
Arifin, 1994 : 123)
a. Masa Kq}onial

- Zaman Penjajahan Belanda
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Dilihat dari i'tikad jahat kaum kolonia-
lis, Belanda dalam membuat dan melaksanakan
kebijaksanaan pendidikan di Indonzsia hanya
dalam rangka untuk membentuk orang-orang
trampil dan terpelajar, guna mencdukung dan
mensukseskan seluruh mekanisme Hindia Belanda
atau pihak metropol sebagai pembantunva.
Kesemuanya dijalandan dengan tanpa memper-
hatikan hak-hak azasi, bahkan semua itu
dilakukan dengan sengaja untuk mencapai
maksud kolonialnva. Cara apapun ditempuhnya
demi keslangsungan kekuasaannya di belah bumi
Indonesia.

Henurut Prof. DR. 5. Hasution MA, kebi-
Jaksanaan kolonial Belanda terhadsp pendidi-

kan Indonesia ketika itu berprinsio

1) Henciptshan dualisme dalam pendidikan
anﬁarﬂ anak pribumi dengan {Inlanders
Onderwijs) dan anak Belanda (westernis)
antara anak orang berada dan anak orang
tak punya antarsa sekolah yang biasa melan-
jutkan ke jenjang vang lebih atas bagi
anak-anak belanda dan metropol dan sekola-
han' vyang tidak dapat melanjutkan B&gi
priEumi vang bukan metropol. Pendidikan
dengan ciri khas membedsakan status sosial
bukan untuk mobilisasi sosial. MHULO dan
AMS diperbolehkan bagi anak negri namun
HBS tidak.

2) Gradualisme yang eksterm kebijaksananaan,
hingga pendidikan pribumi dibuat seseder-
hana mungkin agar tidak setaraf dengan
ELS. Orang Spanycl telah mendirikan Uni-
versitas di Filipina pada permulaan abad
XVI. Orang Inggris membuka Universitas di
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India pada abad ke XVII, sedung belanda
baru mendirikan Universitas (Pendidikan
Tinggi) pada dekade abad XX. Ini terjardi
karena situasi dan kondisi darurat yang
disebabkan perang dunia pertamsa.

3) Konkordansi yang memaksa semua sekolah
berroirentasi pada model barat (Belanda)
vang menghalangi penyesuaiannya dengan
keadsan Indenesia. Jadi setiap sekolah
dimaksudkan sebsgai agen kebudayaan Barat,

4 antrcl sentral vang ketat dalam sistem
birokrasinya sehingga tidak memungkinkan
pendidikan oleh kaum pribumi berkembang
tanpa sepengetahuannya, dengan berbagail
alasan vang dibust-buat, apaskah karena
pertimbtangan finansial ataupun keamanan.

5) Kebijaksanaan dalam pendidikan yang di
Jelanksn jauh dari perencanaan yang siste-
matik, sehingga vang terjadi adalah
semacam percobaan dan hkondisinya ditentu-
kan meuwrut sikon vang ada, inipun sudah
diminalisir tardgetnya ocleh mereka.

6) Pendidikan untuk pribumi hanya dalam
rangka untuk dijadikan pegawai rendghan
baginya. Inipun melalui seleksi vang
sedemikian ketat, dan memang disengaja
untuk menghindari over produksi kaum
terpelajar pribumi proletariat intelek-
tual penganggur.

Dari bentuk vang sedemikian tersebut,
secara lebih konkrit dimaksudkan agar ; Pertama,
orang-orang pribumi tidak punya gagasan dan daya
untuk merdeka. Kedua agar pribumi kehilangan
rasa Kemasyarakatan oleh karenanya diupayakan
bagaimana ideolegi individualistik merupskan

pilihan terbaiknys. Ketiga, pribumi Jangan
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sampal dibekali pengetahuan dan kecakapan seka-
ligus sehingga tidak memiliki inisiatif dan
selulu pasif serta menyerah prada hkeadaan. (Prof.
Soegarda Poerbakawatja, 1970 : 2425 .

Dari urasian tersebut diatas dapat disimpul-
kan bahwa kebijaksanaan kolonial tidak mungkin
dapat diharapkan sebagaimana kebutuhan dan
cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. 0Oleh
karenanya pada zaman kolonial Belanda pendidikan
agama (islam) tidak boleh diajarkan di sekolah
pasalnya karena pemerintah Hindia Belanda mesti
konsisten dengsan kebijakan "netralnya", walaupun
sebenarnya Belanda sangat berkeinginan memasukan
pendidikan agama EKristen. (H. Aqib Suminto, 19886

15-38). Thesa ini memperkuat asumsi bahwa
"mang ada kolonial ber itikad baik terhadap
daerah Jajahanny: dengan Imembebaskan suatu
persoalan yang nantinya menjadi bumerang bagi
kekuasaannya" .

Dalam perkembangannya kemudian demi menjaga
citranya di mata mayoritas pribumi yang beragama
islam dan raja-raja muslim yang berkuasa, akhir-
nya pendidikan islam boleh diberikan ii sekolah.
Akan tetapi diluar jam pelajaran resmi, dan guru
agama tidak mendapat gaji dari gubernurﬁen.
(Ibid, 29-30).

- Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa penjajanian Jepang massalah pendid-
ikan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
sebelumnya, hal ini berangkat dari asumsi bahwa
Jepangpun penjajah, jadi prinsipnys juga tidak
berbeda. Memang dari asipek teknik ada perbedaan
vang disinyalir ocleh beberapa tokoh sebagai
Keadaan yang lebih baik ketimbang masa Kolonial
Belanda. Seperti izin vang diberikan kepada
masyarakat islam di Sumatra yvang berbentuk
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organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam
"Hajdlis Islam Tinggi" untuok diajarkannvya pendi-

dikan islam sejak Sekolah Rakysat (SR) 3 tahun,

tetapi dengan syarat tidak disediakan anggaran

biaya untuk guru-guru agamanya. mulai saat ituo

pendidikan islam secara resmi boleh diajarkan di

sekolah-sekolah pemerintah, akan tetapi peraturan
terebut baru berlaku di sumatra ssjas dan belum

untuk sekolah-sekolah lain. Andsikats ada itupun

kareana tuntutan masyarakat setempait, dun kese-

diaan pemerintah lokal untuk menggajinva.

(Tobroni dan Syamsul Arifin, : 124).

Kebijaksanaan terseuunt mengandung maksud
vyang tidak kurang jahatnya vakni agar kekuatsan
umat islam dan nasionalis dapat dibina dan
dikendalikan untuk kepentingan perang Asia Timur
Raya vyang dipimpinnya. (Drs. Zuhairini, 1997
152},

Perang dunia ke II menghebat dan tekanan
pihak sekutu kepada Jepang makin berwut. Beberaps
tahur. menjelang berakhirnya persng itu tampak
semakin jelas begitu beratnya Jepang menhadapi
musuh dari luar dan oposisi dari rakyat Indo-
nesia sendiri. Dari segi militer dan sosial
politik di Indonesia Jepang menampakan diri
sebagai_penjajah yang sewenang-wenang dan lebih
kasar dari penjajahan Belanda. Keknyaan bumi
Indcnesig dirampas secara paksa untuk membiayai
perang Asia Timur Rayas, sehingga rakvat menderi-
ta kelaparan dan hampir telanjang karena tidak
ada pakaian. Disamping itu rakyst dikershkan
kerja paksa (romusha) untuk kepentingan perang,
bauyak para kvai ditangkap dan dipenjaraxan.

Dunia secara umum terbengkelai, karena
murid-murid sekolah tiap hari hsanya disuruh
gerak badan, baris berbaris, bekerjs bakti,
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bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung
adalsh madrasah-madrasah vang berzada dalam
lingkungan pondok pesantren vyang ULebas dari
pengawasan langsung pemerintah Jepang. Oleh
karenanya pendidikan dalam pondok pesantren

masih dapat berjalan agak baik.

b. Sesudah Indonesia Merdeka

Keadaan pendidikan agak nampak sedikit lebih
baik setelah Indonesia merdeka, terutama setelah
dibentuknya depart zmen agama sebagai hasil
begaining politik umat islam setelah dihapusnya
piagam Jakarta. {Tobroni dan Syamsul Arifin : 124).
Henurut Abubzkar Atjeh (1957), munculnya departemen
agams menunjukan kiprah umst islam dengan mengusul-
kan beberapa trobosan strategis, wyaitu : pertanms,
meﬁberi pelajaran-pelajaran partikelir, kedus,
mengadakan pendidikan guru agama (FGA) dan
pendidikan hakim agamsa (PHIN vang sekarang menjadi
HAN) .

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasionsl No. 4
th 1950, UUPH Ho. 12 Th 1945 jugs ditetapkan bahwa
sekolah-sekolah negeri dapat diberikan pelsjaran
agama dengan catatan, orang tua murid ysng menetap-
kan Lkeikutsertsan anaknva. Dengan demikian seéhra
dejure posisi pendidikan agama relatif lebih baik
ketimbang masa sebelumnya. (Tobroni dan Syamsul
Arifin).

Hamun demikian dalam operasionalisasi kebija-
kan tersebut ternyata masih mengalami banyak hamba-
tan sejalan dendgan dinamika percaturan idiolegi dan
politik wang terjadi pada saat ini. Ki Hadjar
Dewantoro sebagai Henteri Pendidikan Pengajaran dan
Kebudayaan (PP dan K) pada waktn itu masih memn-
perhitungkan dan memasokan pendidikan agama dalam

hal ini hanya menempati posisi sebagai suplemern
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dari pendidikan kesusilasan. {(Ibid : 124-125).

Pada masa Orde Lama , ketika partai komunis
menjadi kekuataa politik dominan dalam membuat
keputusan-keputusan dalam mengambil kebijaksanaan,
perspalan pendidikan agamapun menjadikan soretan
pertainya vang dinilai sebagsi gangguan. Akhirnya
pendidikan agama serta guru-guru agama sangat
terpojok dan sering ksali dijadikan sasaran olok-
olokan. Pendidikan agama dapat dilaksanakan Jjika
pihak orasng tuas tidsk keberatan dan bagi aban-anak
didik wvang sudah devwasa diberikan kebebasan untuk
mengikuti atau tidak mengikuti.

Persepsi masyarahat tentang posisi pheriferal
pendidikan agama ini nampaknya masih berbekas
hingga pada awal pemerintahan Orde Baru. Statemen
ini dapat dibuktikan lewat pernyataan MHoeh. Said,
selaku Mentri Pendidikhan Dasar pada waktu itua,
bahwa “sekiranva para siswa memandang agama {(pen-
didikan agama) sebagai sustu yang harus dihafal
seperti pelajaran-pelajaran lainnya untuk dapat
naik kelas, maka mereka akan membenci agama dan
bukan mencintainya. Walaupun pernyataan Hoh. Baid,
tersebut mungkin dimaksudkan sebagsai motivasi
pelaksanaan pendidikan agama &sgar lebih bern%lai
kualitatif, akan tetapi bisa diartikan sebagaimana
gambaran persepsi masyarakat vmum vang terjadi pada
waktn itn terhadap pendidikan agams yang memang
demikian sensitifnya.

Pendidikan (pengajaran} agama benar-benar
memiliki posisi vang benar-benar kuat, setelah orde
barn yang berhaluan anti komunis mengszlih kehkua-
saan, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MHPRS No.
XXTI +tahun 18686 bahwa pendic ikan agama diberikan
mulai dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi,
baik negri msupun swasta tanpa harus mendapatkan

izin dulu dari orang tus.
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Pada masa Orde Baru pola kebijakan yvang telah
dilaksanakan terhadap pendidikan agama , didasarkan
atas beberapa pertimbangan ; pertama, pemerintahan
orde baru memang lebih condong kepada Islam, karena
hanya islamlah yang benar-benar anti komunis,
Diwajibkan peadidikan agama disemua Jjenjang pendi-
dikan merupakan rangkaian pembrantassan homunisme
sampai keakar-akarnyva. Kedua, sebagail ucapan terima
kasih pada umat Islam vang bersama-sama ABRI telah
menyeleamatkan ideologi negara Pancasila dan negara
Kezsatuan Republik Indonesia dari G.30 S/PXI  vang
hendak mengganti pancasila dengan ideclogi komu-
nisme. Ketiga sudah menjadi kewajiban pemerintah
untuk memenuhi tuntutan rakyat yang secara .byektif
memerlukan pendidikan agaua.

Secara yuridis formal peadidikan agama secara
resmi pelaksanaannya telah didukung oleh perundang-
undangan, namun dalam pelsksanaannya sangat tergan-
tung pada hubungan politi« dan kondisi yang berkem-
bang dalam kurun waktunya. Oleh kaarena itu dalam
suasana hubungan umat islam terutama kelompok
santri tertentu dengan perintah masin terkesan
mengalami kesenjangan, maka posisi pendidikan agama
sangat unit. Di satu sisi pendidikan agama sangat
dibutuhkan sebagai media pemberantasan dun penang-
kal komuni%me sementara disisi lain pendidikan
agama diharapkan jangan sampai dijadikan alat
politik kelompek santri, terutama vang menjadikan
izsiam sebagai idiologi dan bernegara disamping
Pancasila. sementara disisi lain pendidikan agamsa
diharapkan Jangan sampai dijadikan alat politik
kelompok sahtri, terutama vang menjadikan islam
sebagai idiologi politik dan bernegara disamping
Pancasila,

Adanva' jarak antara kelompok santri dengan

penerintah paws awal pemerintahan Orde Baru, dan di
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tahun 70-an sebagai dikemukakan Hur Cholis Hadjid
{1986) karena kekecewasr kelompohk santri atas
pencolakan pemerintah untuk merehabilitasi Ma syumi.
Demikian pula hanya dengan penolakan pemerintah
atas terpilihnva MHohammad Roem, sebazai Ketua
permusi dan di tamnbah dengan dimasukannya beberapa
tokoh PSI dalam birokrasi. Padahal PSI telah dibu-
barkan bersama Hasyumi oleh Presiden Suksrno.

Disamping itu kalangan santri masih terjadi
perbedaan Eendapat tentang bentuk negara vyang
diidealkan. Sebagaian tidak menghendaki adanya
partsi 1islam, seperti Hur Chelis Madjid dan seba-
gainva vang lain menghendaki adanva partail islam.
Perbedaan wvivi politik ini tampaknya cukup tajam,
ini terbukti dengan banyaknya kesamaan vang diasla-
matkan kepaﬂa Mur Cholis Hadjid dan sehaluan
dengan gagasan vang terkenal dengan "liberalisasi
keagamaan” . yvang menyvatakan “"Islam Yes, dan partai
izlam no” cukup keras dan menjadi polemik berkepan-
sangan.

Atas dasar itulah pemerintah, senantiasa
mengadakan kontrol terhadap pendidikan agama, mulai
dari permulsan kurikulum hingga pelaksinaanya,
sesual dengan persepsi dan hal dan haluan kebijakan
yvang ditempuh.

c. Pasca Asas Tuggal

Tampilnya pemerintah pada mulanya memberikan
harapan kepada kekustan-kekuatan politik Islam
untuk berperan lebih baik, karena pads masa demo-
krasi terpimpin mereka sangat terkucil. Akan tetapi
harapan ini kemudian menghasilhkan kekecewaan-
kekecewaan dengan ditolaknya tuntutan—-tuntutan
mereksa oleh pemerintah.

Penolakan terhaclap politik Islam oleh pemerin-
tah sekarang dapat dipahami melalui orientasi

kebijakan sosial politk vang berkembang =sasat inti.
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Apsbils dimasa pemerintahan Orde Lama orientasi
kebijaksanaannya lebih menekankan pada aspek poli-
tik dan ideolecgi, maka Orde Baru lebih berorientasi
pada aspek pembangunan ekonomi.

Didalam orientasi yang demikian sudah barang
tentu Islam sebagai ideologi politik tidak mendapat
tempat lagi dan berdasarkan fakta yang menjadi
pertimbangan Orde Baru bahwa Islam ternyata menjadi
kekustan konflik yang populer disebut "ekstern
kanan”, sebagaimana pada Orde Lama akan bermuara
pada krisis politik dan ekonomi, oleh karena 1itu
Orde Baru menilai politik Islam tidak sesuai dengan
tujuan dan kepentingan negara Orde Bzaru (NOB) vaitu
pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Penca-
paian-pencapaian tujuan ini didasarkan pada tekad
dan kesungguhan untuk melaksanakan Pancasila dan
UUD 1845 sebagai landasan Ideal dan Konstitusicnal
secara murni dan konskuen. Untuk mencapail tujuan
tersebut pemerintah Orde Baru melakukan pembaharuan
kebijakan politik nasional vang diharapkan dapat
menghantarkan bagi suksesnya pelalksanaan pembangu-
nan ekonomi:

Sasaran utama penciptaan tertib politik terse-
but adalah : Pertama, menghilangkan perbedaan
Idiclogis dari berbagal kelompok masyarakat Han
kekhuatan-kekuatan politik yang ada, serta keduas,
pengarahan tenaga rakyvat (mobilisasi masa) kepada
prinsip loyalitas seluruh kekuatan pelitik kepada
Ideolecgi Pancasila.

Sejalan dengan konteks kebijakan yang demikian
tersebut, pancasila berhasil ditempathun sebagai
asas tunggal dalam kehidupan berbangse dan ber-
negara, serta mendapatkan jaminan dari ‘okoh-tokaoh
Isiam bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupaksn bentuk
final sebagai konsesus nasional.

Kembali pada persoalan liberalisasi kegamaan,
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vang nampaknya digunakan sebagai justifikasi bagi
kebijakan politik Orde Baru oleh Cak Hur {panggilan
Dr. Nur Cholis Mad; id), apakah pendidikan agama
dalam koteks tersebut mesti kahilangan muatan
politik ? Bukan apakah demikian adanya lebih
sinkron depgan usulan Partai Demokrzsi Indonesis
(PDI), bahwa pendidikan agama adalah cukup adanysa
dilingkungan keluargas saja, begitupun menurirt
(issue) Gus Dur (panggilan KH. Abdurrahman Wahid)
menjelang pemilu 1882. (Tabroni dan Samsul Arifin
126) bahkan orpol Golongan Karya (Gol-Kar) juga
berusaha untuk itu, vakni menghapus mats pelajaran
agama dari sistem pendidikan nasional, untuk digan-
tikan dengan Pendidikan MHoral Pancasila (PMP),
namun tertolak dan gagal cleh Golkar sendiri. Ini
berarti masalah-masalah pendidikan agama tidsk bisa
terlepas dari nuansa politik. Ramainya polemik
tentang rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasioral tahun 1988 yang lalu merupalan indikator
bahwa pendidikan syarat dengan mnuatan politik.
Bahkan Harry J. Benda (1986) menegaskan bahwa hzal
semacam itu pasti akan terus terjadi selama Islan
masih menjadi ‘common denominator® di Indonesis.
fonsideransi UU nomor 2 tahun 1989).
Pendidikan Agama dalam Sistem Pedidikan Nasional

Sejak berlakunys Undang-undang nomoer 2 tahun
1988 tentang sistem pendidikan nasional, seluruh
sistem pendidikan secara hukum dituncot untuk
menempatkan diri sebagai subsistem dari sistem
pendidikan  nasional, begitupun pendidikan Islam
harus mau dén merujuk secara cerdas kepada Undang-
undang tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam keranghka UUSPN,
aspirasi yang mendasarinys adalah dalam rangka

untuk mencerdaskan kehidupan bangssa, meninghkatkan
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kuelitas manusia Indonesisa. Sebagai bagian dari
usaha mewujudkan kemajuin masyarakat adil dan
mamur, meningkatkan dan menyvempurnakan penveleng-
garaan pendidikan nasional, menvesuaikan 'ierbagai
perundang-undangan mengeaal pendidikan terhadap
kebutuhan dan tuntutan perkenhangan sistem pendidi-
kan nasional, serta memantapkan ketahanan nasional
dan memajukan masyarakat yang berakar pada kebu-
dayaan bangsa dan persatuan nasiconal yvang berwawa-
san Bhineks Tunggal Tka, (Konsiderensi UU nomor 2
tahun 1988).

Berdasarkan tuntutan normatif kenegaraan dan
kebangsaan sebagaimana terpapar diatas, pendidikan
Islam itupun harus memuat tujuan pendidikan terse-
but bagi  peningkatan kunalitas hidup manusia,
seperti keéerdas&n dan kemampuan mandiri dalem
kerangka Lketahanan nasional. Namun demikian Jjuga
harus disadari bahwa pendidikan Islam merupakan
Jenis pendidikan yang memiliki eciri-eiri dan bersi-
fat khusus sebagaimana ajaran agamsa Islam vang
menjadi keyakinan umat berikut para penyelenggara-
nys, yang sSecara normatif imani Jjuge mengandung
muatan lain. Hal inl menyarankan kreatifitas inte-
lektual wuntuk menemukan formulasi perkembanéan
pendidikan Islam dalam kerangka duoa tuntutan norma
Lersebut.

Berangkat dari pemikiran ini, setiap penve-
lenggaraan pendidikan Islam tidak hanya dituntut
untuk memahami sistem ajaran Islam dan nilii-nilai
dasar Pancasila dan piranti hukum kenegaraan vang
ada, akan tetapi juga dituntut memiliki kemampuan
untuk nerefleksikan dalam pengembangan suatu Fomula
pendidikan TIslam yvang sintetik sekaligus dialogis

dengan kondisi semacam apapun.
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c. Peranan ' Pendidikan Islam dalam Pendidikan
Hasinnaf

Peranan pendidikan Islam dalam pendidikan
nasional sebagaiman tertera dalam bab I, dimaksud-
kan untok memsparkan pretasi dan peran apa yang
telah diperbuat pendidikan Islam dalam membentuk
meritalitas bangsa Indonesia ditengah-tengah perca-
turan bangsa'di dunia, disamping mencermati peluang
apa yang dapat dilakukan dan dikembangkan atas ber-
lakunya kebijakan tentang sistem pendidikan nasi-
onal nleh pemerintah Orde Baru.

Telaah awal peran pendidikan Islam dalam
rendidikan nasional bangsa Indonesia, yang telah
memberikan saham bagi pembentukan mentalitas bang-
sa, tidak lepas dari sejarah dakwah islam i:u dalam
menyebarkan nilai-nilai dengan keislaman dalam
kehidupan bangsa Indinesia, vang dimulai dengan
nasuknya Islam di Indonesia pada abad 7 masehi oleh
para pedagang da’i dan orang-orang suci {(sufi) dari
Jazirah Arab, Persia dan India. (Fahri Ali dan
Bachtiar Effendi, 1882 : 29).

Penyebaran Islam selanjutnya apabila diruntut
secara sistematis maka pusat penvebarannva lekat
dengan nama pondok pesantren yang telah ada ratusan
tahun yang silam dan disinyalir sebagsi satu-
satunya lembagas peldidikan yvang mampu menampung
seluruh lapisan masvarakast vang tidsk ditampung
dalam lembags pendidikan kraton. Oleh karenanva
padaawal keberadaan pesantren sebagsail lembaga
pendidikan wumum yang didalamnya tidak hanyva diajar-
kan agama. Oleh karena itw tidaklah heran kalw @i
Hadjar Dewantara pernsh berkeinginan menjadi sistenm
pondok pesantren sebagail suatu sistem nasional,
karena sistem 1ini hidup pada sejak =zaman hindu-
budha sampai sekarang. (Suyoto, 1988 : B8).

Sejarsh pendidikan nasional memang lebih



a4

mengenal atau lebih sering mengemukakan dan menon-
jolkan gerakan pendidikan Ki Hadjar Dewantara
dengan taman siswanya, atau KH. Achamad Dahlan
dengan MHuhammadiyahnya, dan hampir tidak pernah
mengunghapkan pola pendidikan di pondok-pondok
pesantren yang sudah beratus-rastus tzhun ads diten-
gah masyarakat pedesaan di Indonesia. Padahal
jutaan penduduk Indonesia telah memasuki proses
pendidikan melalui sejumlah puluhan ribu pondok-
pondok pesantren yang tersebar di pulau Jawa, bahwa
sejak Jauh sebelum adanya gerakan perjuangan
nasional wuntuk kemerdekaan Indonesia. Begitu pada
masa pergerakan kemerdekaan pondok pesantren dengan
keberadaannya yang terletak di opedesaan memiliki
nilai postif terhadap perlawanan pada penjajah,
karena pendidikan ini bersifat resaktif terhadap
sistem kolonial, baik secara Fisik maupun penetrasi
budava.

Dalam dstaran realitas, jasa pendidikan pesan-
tren dilihat dalam kontek sosio kultural telah
melahirkan putra-putra terbaik bangsa, baik sebagai
tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Gerakan penye-
baran agama tidak hanya dilaskukan semata mata untuk
pemahaman keagamaan, melainkan juga dalam bentuk
gerakan-gerakan sosial yang manfaatnya langshng
bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemampuan pondok
pesantren tidak saja Dberperan dsalam pmbinaan
pribadi muslim, melainkan juga mengusahakan adanya
perubahan dan perbaikan sosizl dan kemasyarsaskatan.
Pengaruh pondok pesantren tidak saja terlihat padsa
kehidupan santri dan alumninya, melainkan Juga
meliputi kehidupan masyarikat sekitarnya. (Suyoto,

18).

Di zaman para wali, pada masa kersjaan Islam

jawa, dizaman pergolakan melawan penjajah, saat

revolusi kemerdekaan bahkan pada waktu kebangkitan



a3

Orde Baru sekitar tahun 1966, peranan pondok pesan-
tren bagi perubahan sosial sangat kelighatan
sekali, tetspi mengapa sejarah nasional seolzah
tidak mengenanya? Adalah Prof. DR. Sartono Karto-
drodjo secrang guru besar dan sejarahws;n Universi-
tas Grjsh Mada vang pernah mengatakan bahwa pondok
pesantren merupakan fenomenas sejarah ying benar-
benar terlupakan di Indonesia, baik dalam peneli-
tian mawupun tulisan. (ILid, 65). Perhatian dan
kehidupan pondok pesantren muncul pada dekade
terakhir ini. Para pendidik dan ahli :enddiik
gendiri kurang berminat nengetahui 1lebih banvak,
lebih mendalam masalah ini. Nampaknya, perhatian
lebih besar justru berasal dari 1luar kalangan
prendidik dan &ahli pendidik. Keadaan semacam ini
boleh Jjadi disebabkan ‘itarena keengganan pondok
pesantren mempublikasikan dirinya.

Lepas dari perscoalan tentang pecsepsi dan
asumsi yang ada selams ini pesantren minimal masih
lekat dengan lebel keislaman. Hemang kita tidak
munghkin secara selintas sajs menerangkan tentang
pondok pesantren sebagaimana vang diungkipkan oleh
Prof. Mukti’Ali, (H.A. Mukti Ali, 1986 : 71). Bahwa
pondok pesﬁntren adalah pondok pesantren bqkan
lembaga kemasvarakatan, sekalipun pondolt pesantren
ity memperhatikan bukan ikut menangani masalah-masa
sosial, unpamanya mengumpulkan zakat, gurban, dan
sebagainya untuk dibagi-bagikan kepadsza Fakir mis-
kin. '

Demikian Juga pondok pesantren bukan lembaga
perekonomian, sekalipun pondok pesantren itu Juga
nementingkan dan menangani pekerjasn-pekerjaan vang
berhubungan dengan masslah perekonomian.

Pengertian pondok pesantren diatas, sebenarnya
bukan merupakan hal vang terlarang bila dikatakan

sebagai lembaga pendidiksn I=lam mesti HMuokti Ali
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memberikan gambsaran demisilan, namun persepsi  yang
muncul berikutnya apekah sebagsi lembaga pendidi-
kan agama kemudian orientasinya hanya psda kehiduo-
pan rohani dan merupakan suatu dunia vang pandangsan
hidupnya hanysz berorientasi pada masslah-masalah
keakheratan dan peribadatan pada Tuhan dalam mem-
persiapkan “sesudah mati? Kalangan pesantren sudah
pasti akan. menolak kesimpulan ini. Hereka memang
belajar dan mengajar ilmu taukhid, ilmu figih, ilmu
aknlak, ataun ilmn taswauf yang semuanya dapat di
golongkan _sebagai ilmu-ilmu agama, tetapi mereka
akan menolak bila ilmu-ilmu tersebut dikatakan
tidak berkaitan dengan dunia kehidupan nyata. Ilwmu
taukhid yané diajarkan di pesantren adalah ilmu
vang ‘'operasional”, vang harus dicerminkan dalam
kehidupan sehari-hari vyang bertujuan memberikan
dasar pegangan keyakinan hidup supaya orang sadar
dan mengetahui asal usul kejadian alam dan sangkan
perannya, yakni tujuan dan untuk apa manusia hidup.
Sikap taukhid itu juga harus direfleksikan dalam
perilaku kehidupan sehari-hari J{(akhlak) dengan
sungguh-sungguh dalam 1lmu figih selain teckancung
aturan-aturan peribadatan; terkadang pula ilmu
hukum yang bersifat perdataan maupun perdata maupun
pidana. Pada tingkat pengkajian yang tinggi: di
pesantren-pesantren dilakukan pula pembahasan
mangenai tafsir Al-Qur‘an dan kupasan tentang ilmu-
ilmu hadits vang merupakan. Telaah terhadap peri-
laku Jjunjungannya, vyaitu Rosulullah SAW. dalam
bentuk pengajian semaan (jawa : yang berarti di
koreksi langsung oleh kyai), maupun dalam bentuk
batsul masail. Darl pembatasan itulsh para santri
atau kyail akan menjumpai berbagai masalah kedunia-
wiaan, smejak dalam masa kekuasaan, etika, falsafah
dalam berdagang, berproduksi dalam hidup berekonomi

dan lain-lain yang sifatnya fundamentil namun dalam
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sistematiknya memang masih ada sebagaisn pesantren
vang belum terambah budaya modern dalasm bentuk
deferensial ataupun spesialisasi dalam cubang-
cabang ilmunva (M. Dawam Rahardjo, 1888 : 3.

Dalam perkeabangan selanjutnva, produk pesan-
tren cenderung menglkuti arus moderni=asi dimans
petakan sistematika mulai dimodernisir, maks peran
pesantren semakin diproyeksikan sebagai lembaga
seleksi dan percetakan ulama. Penyvempitan kriterium
ini dengan sendirinya akan membatasi langkh mereka
yvang akan berangkat ke pesantren vyang sekedar
berdasar pada homitmen islam sebagai idiologi.
Dengan perhitungan ini maksa dapat dilihat berapa
vang harus drof out dalam lingkungan tersebubt. Hal
ini terjadi sekitar masa menjelang kemerdekaan
hingga tahunn 70 an. Abdurrahman Wahid : 80).

Pada tahun-tahun tersakhir ini timbul suatu
elemen baru, dimana pesantren merupsakan penamnpungan
ribuan, bahkan puluhan ribu mereka vang karens
alasan terfentu tidak dapat ditampung cdisekolah-
sekolah luar, baik karena fasilitas, biaya dan lain
sebagainya, maupun karena tidak dapat memenuhi
standar akademik ataupun prasyarat lainnya vyang
terdapat di seholah vumum, bahkan pessantren yang
mendapat tambahan fungsi untuk menampung anal-anak
nakal yang tidak dapat diatasi di sekolah atsno
orang tuanya, lebih-lebih sebsagai penampung mereka
vang telah menjadi korban erosi kultur dalam budaya
kota tidak dapat memenuhi standar akademik ataupun
prasaratan lainnysa vang terdapat di =sekolsh umum.
Bahkan pesantren juga mendapat fungsi untuk menam-
pung anak-anak nakal yang tidak dapat distasi di
sekolah atasun orang tuanya, lebih-lebih sebagai
penampung mereka yvang telah menjadi korban erosi
kultur dalam budays hota.

Dari gambaran diatas, masih ada hal-hal yang
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sangat sulit wntuk dijabarkan, namen SECArd
fungsional tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren
memiliki saham yang sangat banvak dalam bentuk
mentalitas « bangsa, serta pesantren senantiasa
menghasilkan pemimpin masyarakat yang pandangan
hidupnya populis, baik itu dalam kalangan ABHI
maupun dari Parpol/Ornras. (Ibid)

Selanjutnys berbicara tentang eh=istensi
pondok pesartren dalam kaitannya dengan sistenm
pendidikan nasional secara formal, perlu diungkap
kembali masalah persepsi umum bahwa sekolah-sekolah
pemerintah seolah sebagai satu-satunya Jaminan bagi
terciptanya pendidikan nasional benar-beiar sSecara
ekepisit dicantumkan lewat tujuan, isi pendidikan
pelaksanaan, organisasi Jdan pengswasannya. Negara
dapat langsung menyeleksi, memberikan ketentuan-
mengenai bahan-bahan vyang disajikun, nengatur
programnya, mempersiapkin dan mengatur Lenaga
pengasuh. Dengan demikian :pakah lembaga-lembaga
rendidikannon pemerintah tidak memiliki jaminan
bagi kepentingan yang bercorak nasional? Mereks
baryak asumsi masyaraka: bahwa pendidikan dalam
keluarga sifatnya sangat sektorsl dan pribadi,
pendidikan di lembaga pendidikan swasta orientasi-
nya terlalu mengabdi pada sponsor dan lzlompoknya.
Pandangan yang demikian telah dan harus ditinggal-
kan. Kita harus melitah bahwa cita-cita nasional
dapat disalurkan dan diwnjudkan lewa’ berbagai
macam sarana kelembagaan. Tujuan nasion: 1 di bidang
p&ndidikan‘maupun tujuan nasional umumnya dapat dun
harus didekati dan diusahakan dari berbagai arah.
Kesatuan dan persatuan bangsa tidak hanya dapat
diwujudkan 'dalam kehidupan politik, kekuatan ekono-
ni atau oleh kekustan angkatan perangnya semata,
melainkan dari kesemuanya itu tercipta kerterpaduan
peran dari 'berbagai upaya masyarakat yang bisa



bentuk pendidikan, seni budaya dan sebagainya. Demi-
kiar keberhasilan para petani dalam produk panennva
tidak disebabkan oleh karena penambahan pupak dan
CAru-Ccara pengolahannya semata, melasinkan juga dipen-
garuhi oleh kegairahan berproduksi para petani dan
kesadaran akan keharusan meninghatkan hasil-hasil
panennysa.

Lembags pendidikan pesantren adalah satu dari
berbagai jenis lembaga dalam pendidikan nasional.
Sedeangkan tujuan adanya lembaga pendidikan secara umum
adalah demi mewujudkan masyarakat adil, berkecukupan
aman, tentram majun dan dinamis, sehingga lembaga
penciidikan yang ada bertugas membina dan membentuk
pribadi yang berkualitas, yang merupakan hasil ranghk-
aian kegiatan &ang berlangsung dilingkungan Formal,
infprmal maupun non formalsecara simultan. Yang Jelas
setiap aktivitas apapun dalam pendidikan haruslah
disemangati oleh persepsi bahwa penggarapan lembaga
oled lembaga Iapapun dan dimanapun bertujuan demi
terwujudnya hasil positif dari tujuan dan cita-cita
bersams. :

Selanjutnya perkembangan terakhir adanya lembaga-
lembads pendidikan islam berbentuk madrasah dan seko-
lah, sebagai mana yang kita saksikan saat ini, secara
historis erat kaitannya dengan keberadaan pnndok
pesantren, sebagaimana yang diungkapkan oleh Karel 4.
Ste=anbrink lembaga pendidikan pesantren dalsm perkem-
bangannya mengalami pembaharuan dan berusaha untuk
memberikan pendidikan islam sesuai dengan lk:outuhan
pendidikan pada =zamannya. (Karel A Stenbrink,
1986 : 7).

Momenium perubahan tersebuit diawali olzh adanya
kesadaran umat islam atas fenomena dichotomis antara
corak sistem pendidikan keolenial (Barat) dan corak
rendidikan islam. Dalam hal ini pesantren sebagail

wnjud pendidikan islam tersebut. Dan menurut Huhammad
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Nasir kondisi ysng semacam itu membawa dampak muncul-
nye dua sikap dikalangan penyelenggara pendidikan
islam di Indonesia, yaitu menolak atau menyesuaikan
(arimilasi atﬁu isolasi) dalam menghadapi sistem
pendidikan Barat (Koleonial). (Ibid : 209).

Sikap isoiatif vang ditempuh ¢leh pendidikan
pecantren pada suat itu secara politis dan paedagogis
terdapal logika pembenaran yang sangat pundamental
pertama, sistem pondok pesantren merupakan pendidikan
pribumi jang sangat ampuh untuk membentengi penetrasi
bugayn Barat yang sangat materialistis dan hanya
bertujuan mempersiapkan dan mempersiapkan orang-orang
terpelajar untuk fungsi-fungsi tertentu yang sifatnya
egoistis. Oleh karena itu sistim pendidikan pusantren
me1 upakan obat vyang mujarab terhadap penyakit-
penyakit yang ditebarkan oleh kolonial (Barat). Kedus,
sistem pendidikan pesantren merupskan inst umen vang
mucah dan murah dalam rangha membrantas buts huruf dan
unfuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanva
wara kyal atau para guru tidak digaji dan tidak memu-
ngut vang sekolah, Ketiga, keuntungan lain dari sistenm
in: adalah jalinan kerjasama diantara para santri yang
komunikatif dan insentif dan insentif walaupun hanya
dari mulut kemulut. Keadsan semacam ini dapat kita
lihat dari kenyataan bahwa para santri memiliki hubuo-
ngen yang intensif satu dengan lainnya dalam lingkun-
gan kehidupannya., Para abituren dari pondok pesantren
sangat dihargai karena perilaku kemandiriannva dalam
m:neari nafkah hidupnya. Sedanghkan sekolah Barat hanya
mendidik orang untuk bergantung kepada crang lain atau
bahkan hanys menjadi penganggur. Pesantren dalam corak
kehidupannya mencerminkan suasana yang dekokratis
didalamnya, karena disana diperlakukan sama dalam
bekerja, berdo’a, dan aktivitas vang 1lain, terutams
ketika tiba bulan romadlon akan terlihat Jalinan
uvkhuwah yang erat sekali. Berbeda dengan model Barat
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vang justru menimbulkan deferensiasi vang tajam dalam
mazsvarakat malah kadang-kadang menimbulkan Jurang
perisah didalamnysa. (Ibid, : 212 - 213)

Selanjotnya sikap iscolatif yang ditempuh oleh
pernyelenggara sebagaian pesantren tersebut berkembang
menjadi sebuah prinsip. Oleh karenanya sikap semacam
inilak yang oleh Muhammad WHatsir perlu disesalkan,
sebab hal semacam ini tidak biza menampilkan citra
ideal Islam, seperti dinvatakan sebagai berikut

"Dasar pikir itu sava rasa tidak cocok
dengan Islam, sebab dasar itu timbul
dari daerah yang menutup pintu, merassa
keeil menghadapi Barat. Jadi pada pera-
saan minderwardigheids complek, merasa
bahwa diri atau harus diperlindungi
dengan segala macam pagar.

Jiwa s:@macam itu bukanlah jiwa dari
gjaran islam, uzlah dalam islam buksaan-
lah prinsip akan tetapi taktik. Tetapi
kalau dijsdikan ksidsh dan prinsip, saya
tidak bisa terima oleh karena minderwar-
digheids scomplek yvang menjadi sumbernva
itu menjadi kecil apa yang sudah diajar-
kan islam. Menurut pendapat saya dalanm
lubuk hati vang berisi minderwardigheids
scomplek itu, hilang sumber trnaga vang
besar sehingga ia tidak melihat api yang
ada dalam islam, tapi hanva meli"at abuo
vang menjadi panas dalam dunia vyang
dilihatnya. (Ibid : 209).

Terminoleogi isolatif seharusnya tidak dipandang
sebagei suatu prinsip, melainkan hanya sebagailan
strategil agar wujud islam di Indonesia lebih prograsif
dan tidak hanya terbatas pada .ingkup vyang terlaln
senplt. Persoalannya bukan tidak menghadapi jasa dan
peran-peran kyal selama ini, &akan tetapi haruslah
rewlistis bahwa dunia pesantren makin lama makinn
murdur penilaian sosialnya dibandingkan sekolah yang
mendapat sifat dari Barst wvang profan. Oleli hkarenanva
perlu  seksli adanya sikap opresif. Karena pada zaman
mnodern Faktor-faktor vang menyebabhkan sifac Lersebut
sucah tidak ada, sehingga sikap mengisolasi diri sudah
saatnya ditinggalkan.



62

Sikap isolatif yang ditampilkan oleh pessnlren
Justru berdampak pada kurangnya penghargaan terhadap
pesantren dap madrasah, berikut ini gambaren kondisi
varg discdorkan Stenbrink sebagaimana yang ia kutip
dari daftar keluhan yang disampaikan oleh Ahmad Soedi-
Jar dslsm ceramahnva di depan konggres pesar tren 1970
di Solo sebagai berikut

"Perhatikan masyarakat islam terhadap
dunia pesantren semakin mencrun. Kon-
stansi ini nampak pada kehidupan sehari-
hari. Tidak sedikit orang-oran; islam
sendiri yang menganggap lembaga pesan-
tren cuma sebugaian buangan dari anal-
anak mereka yvyang nakal atau Eagal di
sekolah umum. Jara.g sekali orang-orang

. tua  yang mengirim anaknya di pesantren
dengan niat untuk dididik menjad. seo-
rang kyasi/ulama. Herekla mengirim anaknysa
ke. pesantren ki..rens “terpaksa’. Demiki-
anlah kenyatsannya yang hidup dikalangan
kaum menengah dan intelektusal muslim
pada saat ini. Akibatnya posisi pesan-
tren makin lams makin sulit. Akibatnya
posisi pesantren makin lama makin sulit.
Apakah sebabnya sampai timbnl situasi
demikian.

Timbulnys sikap wumum ‘ni, tidak
lain karena sikap kondisi pesantren
dianggap tidak memenuhi tuntinan hidup
di Jjaman modern, dimana setiap dalam
kelangsungan hidupnyva memerlukan lapan-
gan pekerjaan. Oleh karena dunia pesan-
tren dianggap hanya dapat memberikan
konsumsi untuk kehidupan akherat saja,
maka orang segan mengirim anaknya ke
PGA, ataupun ke IAIN dengan harapan agar
kelak merdapat pekerjaan dan kedudukan
disamping konsumsi akherat. Inilsh latar
belakang vyang perlu diingat bagi dunia
Pesantren. Disamping itu nampaknya
perhatian pemimpin-pemimpin islam, baik
parpol maupun ormas, Jjugsa berkurang.
Memang disementara pihak, perhatian itu
masih nampak, tapi cuma dalam rangka
memanfaatkan atau menggunakan. Bukan
menbina dan membantu dengan Ffasilitas
maupun vang demi kelangsungan kehidupan
pesantren dan perkembangannya, bahkan
perhatian mereka kepada pesantren hanya-
lah cdalam rangka mencari masecs atau
untuk mendapathkan dukungan politik
saja”. (Ibid : 215).
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Dari kondisi yang demikian inilah muncul kesa-
daran baru, sehingga banyak pondok pesantren yvang di
dalamnya diselenggarakan madrasah dan seko.ah, sekali-
pun tradisi lama masih tetap eksis, valtu pengajar
kitab-kitab kuning vang pada vmumnya diselenggarakan
seltitar waktu sholat di masjid maupun sula pesantren.

Selanjutnya komposisi mata pelajaran ol madrasah
dan sekolah-sekolah pesantren (Islam), sehings muncul-
nya Surat EKeputusan bersamna (SKB) 3 Menteri 1975
secikit demi sedikit mengadakan penvesualan hingga 70%
mata pelajaran umum dan 30% pelajaran aguma, dan
kedudukannya disamakan dengan sekolah-sekolah umum,
sekalipun realisasinyas masih banyak hambatan dan
rintangan. (H.H. Arifin, 1981 : 231),

Vengdan demikian dalam bentuk madrasah dan seko-
lah, pendidikan islam masih tetap berperan cdalam
pembentukan mentalitas bangssa, vang secara sistematik
Lexzkit dalam kesatuan "sistim pendidikan nasional”,
setidaknya secara kvuantitatif pendidikan islam telah
ikvt mendukung progrsm bebas buts huruf (aksara).



BAB IV
PENUTOP

Fesimpulan

Dari seluruh rankaian kata, kalimalt mulal dari

halbh pertama hingga bab kebiga, secara 1: boralif

dilaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang diang-

k't dalam skripsi  ini  akhirnya dapat digimpulkan

achagal be-ikut

1.

~3

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan vang
sesuai dengan cita-cita Islam. Dalam artian pendi-
dilkan vang mpampu menganghkat harkat dan martobat
nanpusia sesuai denga ajaran Islam, yakni scbugal
kholifah dimuka bumi yang harus berperan sebagul
instrumen kerahmatan bagi alam semesta, dan bukan
secbaliknya, menjadi beban gangguan scrta  ancaman
bagi misi kerahmatan Oleh karenanya wujud konkrit
dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan
haruslah dimanage secara benar, baik pendidikan
informal, fermal mavpun nen formal.

Pendidikan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1983
tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tanggung
jawab dalam pelaksanaan penyeclenggara pendidikan
berada pada scktor terkail, antara informal, antara
orang tuan, masyarakal dan pemerintah. Begitopun
penyelenggaraan pendidikan Islam sebagual sulk sistem
pendidikan nasional.

Bagi Indonesia, yang berpenduduk mayoritas agaua
Islam demikiaﬁ pula sebagian besar konsenlrast
pemeluk Islam terbesar didunia mak. tentunya
sangat membutuhkan suasana yang kondisi®™, untuk
mandokung  tercapainys cita-eilta kelslamanaya kho -
susnya dalam konteks berbangsa dan becneguara, baik
dari segi ekonomi, politik, sosial budays maupan

keamanan lebih-lebih aspek pandidikannya.

B4
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Saran-Saran

p 18

Pendidikan Islam secara terminologis sering dika-
caukan oleh pemisah antar "pendidikan " dan “Islam
secarsa separatif, sehingga mengslami pengertian
vang kabur bahkan berimplikasi munculnya persepsi
Islam sebagai obyek kajian dan berada pada posici
pelengkap. Sehingga dalam kerangka praktis terjebak
pada diskursus Islam sebagai msateri pelajaran
(subjeect matter), dan akhirnya pengertian Islam
sebagai'acuan paradigmatik dalam pendidikan semakin
hilang dan nisbi. Oleh karenanya perlu sekali
kecermatan dan ketelitian dalam membangun persepsi
awal tentang pendidikan Islam.
Keberadaan UUéPN atau perundang-undangan yang
lain/peraturan pemerintah tentang pendicikan harus-
lah mendapatkan perhatian yang serius tevutama bagi
para penyelenggara pendidikan serta pira pelaka dan
pecinta pendidikan Islam di Indonesia, karena ini
berkaitan dengan gagasan mulia bahwa missi Islam di
Indonesia khsusnya berkaitan erat dengan kepenti-
ngan bangsa dan negara, agar wawasan keislaman
selalu berkaitan dengan wawasan ke-Indonesia.
Suatu persoalan yvang tidak perlu diabaikan begitu
saja dewasa ini, adalah bahwa dalam tatz kehidupan
yang semakin rumit, proses dan sistem pendidikan
Islam seharusnya tidak hanya diorientasikan pada
upaya menampung dan menyantuni anak didik belaka,
tetapi yang lebih penting adsalah bagaimuna mengupa-
vakan menjadl perskit masa depan bangsa Dan upavsa
mengatasi 'problem pendidikan Islam di Indonesia
haruslah dipecahkan bersama-sama sebagail sebuah
agenda kerjasama antara penyelenggara pemerintah
dan para pakar pendidik vang betul-betul concern
terhadap pendidikan Islam. Hal ini hendaklah jangan
diartikan sebagai kolusi yang pada akhirnya berdam-
pak dan ketidak kritisan lembaga pendidikan Islanm,
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sehingga membenamkan citra Islam yang seslnh tidak
memiliki kepedulian terhsdap keadsa:n ying ada
disekelilingnysa.

Kata penutup

Hanya dengan belas kasihan Allah SWT semata
skripsi ini dapat terselesaikan, dan syukur =alhamdu-
lillak dengan rampungnya tugas ini berarti study
strata I penulis dapat terselesaikan. HNamun secara
sadar penulis akui bahwa keberadsan karya ini masih
sangat naif, karena banyaknya kekurangan disana-sini,
baik dari aspek referensial maupun pengolahan kata dan
kalimatnya. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas
senmuany& hkarena keternatasan otoritas intelektual yang
peaulis miliki, sehinggda dalam menggreskan pisaun
analisa baru mengena pada dataran kulitnya saja.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak ter—
hingga sava gampaikan kepada semua pihak yang telah
menbantu memberikan dorongan semangat mengoreksl serta

menguji skripsi ini.
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SEKOLAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERT
( ST A I N ) PURWOKERTO

Alamat : J}n- Jend. A.Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

| | Purwokerto, 20 Febrdari<1998
e ) ‘ 1

Nomor : gTA. 26/PK.I/PP.009/594/98 'Kepada Yth. :Drs. luchson
Lamp. @ | '

Hal  : Bimbingan Skripsi. Dosen Sekoleh,Tinggi Agama
Islam MNegeri ( 8 T A I N )
Di :

DPurwokerto.

Asalamu ‘alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing “Skripsi kepsads mahasiswa sebagai berikut :

1. MNama . SITI ETI PURWATI

2. HNomor Induk : 936101042

3. Semester/Jurusan -X [ Pendidiken Agama Islam
4. Tahun Akademik : 1998/ 1999

. Kemadien atas perkenan Saudara, sebelunnya kami u -
cepken terims kasih.

Wasesalamy ‘alaihum War. Wab.

"N I P.. 158 217 924




DEPARTEMEN AGAMA RT :
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERT s
¢ S T AT N 5

Yang bertands tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Maha-~
slawa sebagail berilk L=

1.Nama : SIT] ETI PURWATI |
2. N iy © 936101042

S Jurusgan - Pendidikan Agama Islam
4. Angkatan Tahun - 19973

5. Judul Skripsi KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA
(Studi Analisis Undang-Undang No.2 Th 1989)

i

Bahwsa Skripsi mahasiawa'tersebut di atas sudah sglap dimunago-

syahkan setelah memenuhi persyaratan—persyaratan yang ditetapkan
cleh fekolan Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. ’

Dibuat di : Parwokerto.
Pada tangg 3 Oktober 1998

ING,

——— ——




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAHTINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
BALAI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/21/'08

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama lIslam
Negeri ({ STAIN ) Purwokerto, nomor : 18 Tahun 1997, langgai 30 Agustus 1997.
Balai Pengabdian Pada Masyarakat { BPPM ) STAIN Purwokerto dengan ini
‘memberikan sertifikat kepada :

SITI ETI PURWATI

Mama W e el O S
Nomor Induk Mhs ! 936101042 ........................................
Jurusan ; PAI ...................................................

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di -

Binangwn III

Desa S Send heane VO R n EE EEES SV ORS £ e e S e
Kecamatan R
Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 2 bulan, dari tanggal 20 April Sampai 20 Juni 1998, dan dinyatakan
LULUS, dengan nilai : ... A ( Bgik Sekali )
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai
syarat untuk mengikuti ujian munagasyah skripsi.

PURWOKERTO, 30 JUNI 1998
BALAI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ( BPPM )
STAIN PURWOKERTO

Drs. SANTOSA 'IRFAAN s. MACHFUDIN
NIP : 320 004 575 NIP : 150 246 732
5024573

-
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:fE_ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
: SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
]
9
-
.\\ Dengan ini menerangkan bahwa -
_;:j?{ NAMA SITI ETI FPURWATI
~ TEMPAT/TANGGAL LAHIR . Brebes, 8 - 1 - 1374
;1_}) NOMOR POKOK PESERTA 112,100 o...0166... /1993
- NOMOR INDUK MAHASISWA : 936101042
L@ FAKULTAS : TARBIYAH PURWQOKERTO
i ALAMAT . Banbayang, Bantarkawung, Brebes

berdasarkan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 telah mengikuti Penataran
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P.4) Pola Pendukung 100 Jam bagi

'rﬁ Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "SUNAN KALITAGA" FAKULTAS
##]| TARBIYAH PURWOKERTO di bawah Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian

BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan di Purwokerto dari
~

tanggal 11 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 2 September 1993 dengan hasil baik.

i

Yogyakarta, 2 September 1993

Al
S

" REKTOR [AIN SUNAN
' = KALIJAGA
CARTA

r.l Fd \tr'-';,:‘--:

/

[ ',,’
]
a~ LR ¥ .F_ql?;\-\—

4

|‘I.- : ;. ‘}
"‘1 . SNo: . LD STMUH ¢
i L8 sa ate “NIP. 150 037 939

-
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DAFTAR RIUAYAT HIDUP

1. Nama
2. Tempat, tanggal lahir
3. Jenis Kelamin
4. Agama/ Bangsa
5. Nikah/ Selum Nikah
6. Nama Orang Tua
a. fAyah
b. Ibu
7. Alamat

B, Riwvayat Pendidikan

5ITI ETI PURWATI
Brebes, 8 Januari 1975
Perempuan

islam/ Indonesia

Belum Nikah

H., Syahir Bahrowi
Hi.S5iti Maesyaroh
Bangbayang IT, Bantarkawung-
Brebes, Jawa-Tengah
2. 5D Bangbayang 11
Tahun 1982-19A87
b. MTS Manbaul Ulum Bantarkawung
Tahun 1987-199(0
C. MAN Cipasung Tasikmalaya
Tahun 1990-1993
d. IAIN Sunan Kalijaga
Tahum 1993-1997 Lulus
Ujian teori Tahun 1997/19a3g

Oemikian daftar riwvayat hidup ini penulis buat dengan se -

benar-benatnya.

Purwokerto,? Oktober 19948

Penulis

- | | || 3
({f ,f.\h_l_.'_ _E;_____

S5ITI ETT PURWATI
NIM. 93 5107047




